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IC,{TA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena betkat rahmat

dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini dengan judul

FT]NGSI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI DALAM

PEI{YTDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.

Karya Ilmiah ini dapat diseiesaikan berkat bantuan semua plhak dan

penulis juga menyadari bahwa karya iirniah ini rnasih banyak kekurangannya

karena penulis sebagai manusia bia-sa 1,ang tidak luput dari kesilapa-n-kesilapan

dan kesala hari-kesalahan.

Se I anj utnya penul is m asi h m e ngharapkan saran-saran dab kritikan-kritikan

serta pendapat-pendapat dalam pembuatan karya ilmiah di rnasa yang akan

) -r^-- -uarallB.
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BAB I

PENDAHULUAN

sebagai suatu negara hukum bangsa rndonesia mempur"_1ai sistem

peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalarn komponen pi ,iiinn uunU

cukup penting keberadaannya adalam kepolisian. Hal ini disebabk;.., ,;epolisian

meruDakan bagian 1'ang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan la;. ,ia, karena

merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sisterr, peradilal

pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponej, ,iilmponen

lainnl'n.

Dalam Undang-'uindang Nomor B tahun lgili tentang Ki , rAp teiah

mengatttr secara lebih rinci tentang kedudukan^ peranan dan trgai iiepolisran

ne.qara Repubiik Indonesia dalam kaitannr.a dengan nroses pid.,.. : sebagai

penyelidik dan pen.vldik serta melaksanakan koordinasi dan penga\\a:.,in terhadap

penf idik pegan'ar negeri sipil tertentu vang diberr \\.e\\,enang khusus oi..i: turdang-

undang.

Dalam KUHAJ Pasal l

pejabat polisi negara Republik

lertenlu -vang diberi !\rewenang

pen,vidikan.

butir I disebutkan pengertin, penviiiik adalah

Indonesia atau pejau.ab pega*,ai negeri sipil

khusus oleh undang-undang untuk melakukan

Pada dasarnva Kepolisian Repubiik lndonesia sebagaimana dimaksud

dalarn Undang-Undang Nomor 2 tahr.rn 2002 tentanq Kepolisian Negara Repubtik

Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknl.a hukum



serla terbinanva ketenterarnan masl,arakat guna mewujudkan keamanan dan

ketertiban masl'arakat dalarn rangka terpeliharanl'a keamanan dalan negeri.

rerselenggaranya fungsi pertahanan keanranan nega.ra dan tercaparnr,a tujuan

nasicnal dengan menjunjung tinggi hak azasr manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

penegakan hukum. perlindungan dan pelavanan masyarakat serta pembimbingan

mas1,'arakat dalam rangka terlaminnva ketertiban dan tegaknl,a hukurn.

Keberadaan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfbr) ini rnenjadi sangat

penting karena dengan adanya Puslabfor ini maka kepolisian melalui fungsinl'a

dapat rnelakukan penvidikan secara elektif serta dapat mengurigkapka,: siiaiu

kasus secara lebih mendalam, sehingga pihak-pihak,vang disangkakan melakukan

suatu perbualan pidana dapat dibuktikan melalui Puslabfor. Luasnva kajian

tenlang keberadaar F'-rslabfbr ini dibatsi penulis pada tindal: pidana nar!:otil:a.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul merupalian garis besar permsaiahan vang akan dibahas dalam sebuah

penelitian. Kan,a ilmiah ini penulis buat dengan judul "Fungsi 
,Pusat

Laboratorium Forensik (Puslabfor) Pclri Dalam Penyidikan Tindak Pidana

Narkotika".

Agar mendapatkan pengertian vang memadai dalam memahami karya

ilmiah nantinya. sebaiknva diberikan pengerlian dan penegasan dari judul. Selain

itu tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengarhkan judul. rrntuk memberikan

pengertian atas judul vang diajukan penulis akan menjelaskan kata perkata yaitu :

l
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1

2

Funsgi diartikan sebagai suatu hal yang diperankan oleh suatu lembag;tr

Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) adalah suatu lembaga pada pihak

kepolisian yang berfungsi sebagai saksi ahli

3. Polri merupakan singkatan Polisi Republik Indonesia \ang menurut Pitsal t

Llndang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adatah segala ikhu,al yanil ,,,:rkaitan

dengan fungsi dna lembaga polisi sesuai dengan peraturan i:tlr-uirdang-

undangan2

4. Dalam diartikan sebagai suatu keadaan J,ang menerangkan suatu 1i'rlat atau

keadaan3

5. Penl,idikan adalah orang ]ang mengadalian kegiatan pen--vidikan. ,. ,;.rtn hal

ini pen,vidik seperti )'ang disebutkan pada Pasal i butir i .'LIHAP

men1.'ebutkan '"pen1,iili( adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indr.. r:sia atau

--^l^L^r D^^^---^: \T^.,^-: c:.^:l +^r^'^+-- r,^6- I:1-^-i..,^..' l.-i,,,,'- ^ldL,l.)tr-liau(JL r Eg4!\ar i:t/59r I urPr r lgr LCtrtu -\ .ll15 ur ugr r vl g r! !rt4rr5 Nr ,uo vtlrt

"-r{.,--,'nrl one' .,nt, rt- 
-ol 

o1-r.t an nanrri rl il-on"urruniis urii.r..r5

6. Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang bertentanErr dengan

ketentuan Undang-Undang Narkotika

Dari pengertian dan penegasan judul di atas, dapal disimpuili.,n bahrva

makna dari iudul karya ilmiah penulis adalah tentang pandangan htii.um atas

kekuasaan yang diberikan kepada Poln dalam melakukan tindakan penyidikan

dengan memfi"rngsikan Puslabfor dalam penyidikan tindak pidana narkoiika.

t W. J. S. Poenvadarntitta- Kamus (Jmunr Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. .lakarta,
1 ,e3. hal. 62

2 tJndang-(Jndong Kepolisian ({}ttdang-LIntkmg Nontor 2 Tahun 2002) rtun Fertchrnan
Negara (Undang-Undang Nonn3 Tchun 2002)" Dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal, Harvarindo,
.Takarta. 2002, hal 3t W. J. S. Poenradanninta,Op,cit, ha1. 1150



B. Alasan Pemilihan Judul

Jika berbicu'a nrengertai perurur Kepolisian Republik Indonesia- tidak

akan dibahas persoalan ada atau tidak adanl'a ataupun cara beradant'a l'lukunr

Kepolisian oleh karena pernbicaraan yang sedemikian berarti sudah meloncat

kepersoalan filsalat r a,rg rumit.

Akan tetapi inenjelmanlra suatu lapangan hukunr yang; baru teml-ata tidak

kepada pengakuan.terganturrg kepada teori l.ang menghalalkann).a ataupun

Pembidangan hukum ternvata ditentukan oieh liebutuhan praklis oleh karena

tuntlrtan kemajuan dan perkembangan masyarakat vang demikian pesat serta

per-soalan-persoalan l-ang dialurpun semakin bertambah kompleks sehingga

memerlukan hukum vang cukup ban_vak.

Dalam Undang-lJndar-rg Nornor 8 Tahun i 98 i tentang KUHAp telah

mengatur secara lebih rinci tentans kedrrdukan- neranan dan tugas I{epolisian

Negara Republik indonesia dalar;r kaitarur,va denqan proses pidana sebaqai

penl'elidik dan penf idik serla tnelaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap

penl-idik pegarvai negeri sipii tertentu,vang ciiberi \\iervenang khusus oleh tmdang-

undang.

Salah satu fturgsi kepolisian adalah perregakan hukum. perlindungan dzur

pelayanan masvarakat, serta pembimbingan mas),arakat dalam rangka terjaminnr.a

ter"tib dan tegak hukum serta terbinanva ketenteraman masyarakat guna

tenvuj udn1,'a keamanan dan ketert i b an mas r,arakat.

Selain fungsi tersebut kepolisian juga berfungsi untuk membuktikan dan

mengungkapkan telah terjadinya suatu perbuatan pidana melalui puslabfor.
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Dengan uraian di atas adarah rnenjadisuatu hal ).ang sangat menarik untuk
menelaah suatu trnjrua, r,husus atln rungsi puslabfor khususnl,a daiam
pen'idi['an tindak pidana Terlebih-lebih <ie*asa inr pihari keporisian secara serius
telah berupal'a untuk melakukan pembera"*lasan lerhadap tindak pidana
peni'alahgunaan narkotika ini.

C. Per.masalahan

Adapun permasalahan dalarn penelitian ini aclalah .

l. Bagaimana kredibilitas puslabror porri dalam peniidikan tindak pidana
narkotika

2. Bagaimana aspek hukum ke*,enangan pusiablbr porri dalam

tindali pidana narkotika menurut I(LII{AP clan Un,lzurg_Unciang

Tahun 2002

penyidikan

Nomor 2

D. Hipotesa

Hipotesa rrrerupakan jarvaban sementara dari

Adapun hipotesa 1.ang diajukan adalah .

i' Puslabfor porri mempunl'ai irurgsi yang cukup dalam penyicrikan tindak
pidana narkotika di Indonesia. salah satu fungsin-v_a aclalah sebagai aparat
penegak hukum 1"ang benvenang melakukan penr,icirkan serta rnemberikan
kesaksian telah terjdinl'a suatu perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika

2 KUHA' memberikan kervenangan penuh kepada pusiabfor porisi sebagai
penvidik namun undang-undang Nomor 2 Tarrun 2002 tentang Keporisian

perrnasalahan yang diaj ukan.



E.

Negara Republik Indonesia sangat berbeda .1auh jika dibandingan dengan

IJnciang-undang Nornor 28 Tahun lg97 khususnra dalam hal sikap r,vatak

serta tata cara kerja vang cendeiung lebih militeristik serta memberikan dasar

hul:um i'ang cukup kriat untuk melaksanakan iunsginya sebagai aparat

penegak hukum. termasuk penvidikan di bidang narkotika

I

Tujuan Penulisan

Tuluan dari dilakukan pembahasan karya ilmiah rni adalah sebagai berikut:

Untuk keperluan sebagai salah salu pers!'aratan atau melengkapi pangkat

akadems

Strmbangsih penuiis untuk bahan bacaan mengenai kredibilitas polri sebagai

penvidik. kliususnya kredibilitas puslablor polri sebagai penl,idik tindak

pidana narkoiika menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2Tal.runzo02

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah penulis mempergunakan metode

penelitian dengan cara .

1. Penelitian Kepustakaan (Librari llesearch)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai

bahan-bahan bacaan 1''ang bersifat teorihs ilmiah. baik itu dari literatur-

literatur. peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan

perkuliahan penulis sendin

L.
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2. Penelitian Lapangan (t;ielct llesectrch)

Pada penelitian lapangan ini penulis turun langsung pada objek penelitian

\:ang merupakar studi kasus dalam kan,a ilmiah ini vaitu pada puslabfor polri

Polda sumut serta meminta data 1,ang berhubungan dengan kar1.a ilmiah ini

baik dengan wa\\'ancara. kernudian penulis rneganalisa dan memberikan

ianggapan sehingga diketahui perbandingan antra teori dan praktek di

lapangan



BAB II

TIIYJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

A. Pengertian Polisi

Secara leorilis pengertian nrengenai polisi tidak dlter.,ukan. tl,etapi

penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertriln kepolisian

sebagaimana :liatur di dalam Pasal I a;,-at (l) Undang-Undang Nornor 2 Tahun

2002 lentang Kepolisian Negara Republik Indonesia r.ang berbun),i "Kepolisian

adalah segala hal ikhivai 1'ang berkeitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai

dengan peraturan penindang- und aiigan".

Dan kutipan atas bunfi pasal tersebut maka kita ketahur polisi adalah

sebuah lembaga I'ang memililii fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana ).ang

.{ i+^-+..1.-.- 
^1 -l^ ---'-,1 o- a_,,n.I o-.-o -urtvrrLq\cur

Di elalam perunda.ng-,-rr,danga-n vang lama -vaitu Undans-l*lnclang Nomor

13 Tahun 1961 ditegaskan bahrva kepolisian negara ialah alat nclgara penegak

hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 i.-l) a Urrdang-

Undang Nomor 20 Tahun i982 1,aitu Undang-Undang Perlahanrn Keamanan

Negara. singkat Undang-Undang Hankam.

Sebelum berlalitrnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 -vang

mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian i:ri tergabung

di dalam sebutan Angkatan Berse4njata Republik indonesia. di mar , cii dalamnya

Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, A.ngkatan darat r, ll Angkatan

Lldara. Sesuai dengan perkembangan zarnan dan bergulifll]& €r3. 16: 'nasi maka

B



istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kernbali kepacla asal mulanya

1'aitu Tentara Nasional [ndonesia dan keberadaan kepolisian berdiri secara

lerpi sah den gan angkatan berserij ata lainn1,a.

B. Tugas dan Fungsi Polisi

Telah dikenal oleh mas-varakat. terlebih di kalangan Kepolisian bahrva

tugas vuridis kepolisian tertuang di dalarn Undang.Llndang Nomor 2 Tahun 2092

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam unciarg-undang

Pertahaiian dan Keamanan. ljntuk kepentingan pembahasan. ada baiknl.a

druirgkapkan kembaii pokok-pokok tugas .r,uriciis Poiisi vang terclapat di dalam

kedua undang-undang tersebut sebagai berikut .

1. Dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Unciang-

I T-,1--^ l\T^',$^- a .f^L,,- ,)/-tnr\
ulru@15 r\vlltvr L tqtlglt L\tw-)

Tusa. lo!"ci- i.-epo!!sir.n Negara Rep'.rl.!i!. !ndonesia adalah :

a. Memelihara lieamanal dan ketertibar mas\.arakat

b. Menegakan hukum

c. Memberikan perlindungan. penga-vomtur dan pelayanan kepada

masyarakat

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikalakan .

(1) Dalam melaksanakan tlrgas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

Kepolisian Republik Indonesia. bertugas :

a. Melaksanakan pengaturan penjagaan. pengalvalan dan patroli terhadap

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

9



b. Menvelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan"

ketertiban dan kelancaran lalu lintas dijalan

d

t.

h.

Membina masyarakat untuk rneningkatkan parlisipasi mas1rn16pu1

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakal

terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan

Tumt serta dalam pembinaan hukum nasional

Mernlihara ketertihan dan menjamin keamanan unrum

ir4elakukan koordinasi, penga\\iasan dan pembinaan teknis terhadap

kepolisian khusus, penl,idik pegar,ai negeri sipil dan bentuk-bentuk

pengamanan masyarakat

Melakulian penl,elidikan dan penf idikan terhadap semua tindak pidana

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan

Nlenyelenggarakan ldentifikasi L-epohsian. !:ec!ohera-n !,epolisia-n-

iaboratorium forensik dan osikoloei keooltsian untuk kepentinqan

tugas kepolisian

Melindungi keselamatan jin'a raga. hafia benda" mas'arakat dan

lingkungan hidup daru gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolon.qan dengan menjunjung tinggi hak

azasi manusia

IVlelavani kepentingan warga masl,'arakat urrtuk sementara sebeiurn

ditangani oleh instansi danlatau pihak yang benvenang

Ivlemberikan pelal,ansn kepada masyarakat sesuai clengan

kepentingannl,a dalam lingkup fugas kepolis ian

k.

10



l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam a1'at (l)

huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum

Pasai i5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkar

(l) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud clahm pasal

13 dan l4 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum benvenang .

a. Menerima laporan dar/atau pengaduan

b. ldembaniu men*r'eiesaikan perselisihan il'arga masyarakat -\,ang dapai

mengganggtr ketertiban umum

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnva penvakit masvarakal

d. Flengar'.'asr aliran ;,ang dapat menimbulkan peipecahan atau menganram

persatuan d-an kes.rfuan ba:rgsa

e. Mengelurkan peraturan kepolisian

administrati l' kepolisian

f. Melaksanakan pemerikaan khusus

kepolisian dalam rangka pencegahan

dalam lingkup keu.enangan

sebagai bagran dari tindalian

g Nlelakukan lindakan pertama di tempat kejadian

h. N,Iengambil sidik iari dan identitas lainnr,'a serta memotret seseorang

i. Mencari keterangan dan barang bulti

j Menyelenggarakan Pusat tniormasi Kriminal Nasional

11



k. Mengeluarkan surat iz.in dm/alau surat keterangan yang ctiperlukan dalam

rangka p el avanan rnasyarakat

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidarrg dan pelaksanaan putusap

pengadilarf kegiatan instansi lain serta kegialan masl,arakat

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara rvaktu

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan peruldang-

undangan lainnt,a berrvenang :

a. Nlemberikan izin dan mengau,asi kegiatan keramaian umum dan kegiatan

masl,arakat lainnl'a benvenang

b. Nienyelenggarakan registrasi <ia;r idenrirrkasi kendaraan bermoior

c. N4emberikan surat izirt rnengemudi kendaraan bermotor

d. i\.,Ienerima pemberitahuan rentang kegiatan politik

e. Nlernberi!-an i:zin dan melal:ukan pengar.asan senjata api. bahan pele,Jar:

dan seniata taia-m

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengauasan terhadap badan

usaha cji bidang-iasa pengamanan

g Memberikan petunjuk. rnendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan

petugas pengamanan s,r,akarsa dalam bidang tek,is kepolisian

h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan

memb erantas kej ahatan internasional

Melakukan penga\\,'asan fungsional kepolisian terhadap orang asing 1-ang

berada dr ',.'ila-v*ah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait

t2



J Meu,akili pemerintah Republik lndonesia dalam organisasi kepolisian

internasional

k. Melaksanakan kenenangan lain 1''ang termasuk dalarn lingkup tugas

kepolisian

(3) Tata cara pelarlisanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf

a dzur d diatur lebih lantut dengair Peraturan Pemerintzrh

Pasal 14:

Dalam rangka menyelenggaratrian tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 dan l4 di bidang proses pldana. Kepolisian Negara Republik Indonesia

berr,r,enang untuk .

Melakukan penangkapan, penahanan penggeledahzur dan penf itaan

Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat ke.ladian perkara

r_ntr-rk kepenti n gan penvi <l i kan

iVlernban a dan menghaciapkan oranc kepadl oenyidik dalm rangka penvidikan

Menl'uruh berhenti orang vang dicurigai dan menanl'akan serta memeriksa

tanda pengenal din

Melakukan pemeriksaan dan penf itaan surat

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

Mendatangkan orang ahli )'ang diperlukan daiam hubungannva dengan

pemeriksaan perkara

Mengadakan penghentian p enyid ikan

Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umurn

a.

b

c.

d

e.

I
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1.

2.

.i Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam

keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadapp orang

vang disangka melakukan tindak pidana

k. lVlemberikan pelunjuk dan bantuan penvidikan kepada penyidik pegarvai

negeri sipil serta menerima hasii penyidikan pegarvai negeri :i;i;il untuk

I

diserahkan kepada penuntut umllm

NIengadakan tindakan Iain menurut huktrm \,ang bertanggung.iau'a.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

Aspek keterliban dan keamanan umun')

Aspek perlindungan lerhadap percrangan iarr masr,arak;:r (dari

gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakir 1)rn).akit

masvarakai dan aliran-aliran kepercat'aan lang rnembahayakan l*rmasuk

asllek pela,t'a-na-n qia-sr,'araka,t clenqa-n rnemlrerikan nerlindrrn,,r,i:.i dan

peitoiongan

3. Aspek pendidikan scsial dr bidang ketaatan/kepatuhan hukurrr warga

masyarakat

4. Aspek penegakan hukurn di bidang peradilan, khususnl,a dt bidang

penyelidikan dan penvidi kan

Mengamati tugas vuridis kepolisian )'ang demikian luas. telapi luhur dan

muiia itu, ielas merupakan beban vang sangat berat. Teriebih ditegaskan bahg,a di

dalam menjalankan tugasnya i1u harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi

rakl'at dan hukum negara. khususn-va dalam melaksanakan kervenangannya di

bidang penvidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norrta-norma
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keag:unaan. perikemanusiaan. kesopanan dan kesusilaan Beban tugas yang

demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat peiaksana

vang berkualitas dan berdedikasi tinggi.a

Memperhatikan perincian tugas dan u,ervenang kepolisian seperti telah

dikenrukakan di atas, terlihat bahrva pada intinya ada2 (dua) tugas kepolisian di

bidang penegakan hukum, vaitu penegakan hukum dr bidang peradilan pidana

(dengan sararla penal) dan penegaka,n hukum dengan sarana non penal. Tugas

penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenamva han1.a

merupakan salah salu atau bagian kecil saia dari tugas kepotisian. Sebagian besar

tugas l:epolisian justru terietak di luar penegakan hukum pidana (noii penal).

Tugas kepolisian di bidang peradilan pidana hany.a terbalas di bidang

penl'elidian dan pen1,'idikan. Tugas lainn1,.a tidak secara langsung berkartan

cerg::r penegal:en hukrjum pidana. walaup'* mema:]g ada beberapa aspek hukum

1.,iflp,n311,3,. VJtsa-lnva- tugas memelihara l:eter-r-ihan dan keamanap r_l1nr,!_r1.

mencegah penvakit-penyakit masyarakat. memelihara keselamatan, perlindungan

dan pertolingan kepada masvarakat. mengusahakan ketaatan hukum \varga

masr.rrakat tentunya merupakan tugas ),ang lebih luas dari ),ang sekadar

dinvatakan sebagai tindaL pidana (kejahatan/peianggaran) menurut ketentuan

hukum pidana positif 1,ang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahrva tugas dan we\,venang

kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan

(}'ang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebena-v-a lebih banvak daripada tugas

r Barda Nar.rar'vi Arief, Beberapc ,4spek Kehijtksanaan Penegakon dan pengemhutgan
Hukum Piduta, Citra Aditra Bakti, Bandung, 1998. hal 4
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vuridisnra sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian

dalam menjalankan tugas dan u,erverlangn\.a kepolisian sebenarn-1'a berperan

ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagar pekerja sosial untuk

rnenggambarkan kedua tugas/peran ganda ini. Kongres PBB ke-5 (mengenai

Prevention of crime and The 'frealment of offenders) pemah menggunakan

istilah "Service oriented task" dan "Larv enforcement duties".

Perihal kepolisian dengan tugas dan \\ie\venangn_va acia diatur daiam

Undang-undang Nomor 2 Tahun 20a2 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

Dalanr unCang-undang tersebut dikatakan bahrva kepolisian adalah segaia

hal ikhu,al 1'ang berkaitan dengan lungsi dan lembaga polisi sesuai dengan

perund ang- undangan.

f)ori [.at'^-n-<'ln n_eq'!_.] fer-qehrtt qrt-o.lo*o+.,1i^aLomi o,,-t,, l.-a--,-+^^-! urp.urcr.ii iriciiii irtriii <i,iiiiiii

bah*'a tLrgas-h-rgas vang diemban oleh rolisi sangat komplel= da:r rumi-r sek:rli

terutama di dalam bertindak sebagai penl,idik suatu bentuli kejahatan.

D. Pengertian Penyidikan

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum pasal i butir l dan 2

KUHAP, merumuskan pengerlian penvidikan 1,ang rnenvatakan- penf idik adalah

pe.labat POLRI atatr pejabat Pegauai Negeri lerl.entu \ang \ang diberi u'errenang

khusus oleh undang-undang. Sedang pen-vidikan berarti serangkaian tindalcan

rans dilakukan pejabat penl,idik sesuai dengan cara yang iiatur dalam undang-

,rndang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat
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atau men"jadi terang tindak pidana vang terjadi serta sekaligus menemukan

tersangkanva atau pelaku tindak pidanan1.a

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari

dan menemukan sesuatu pristit'a rang dianggap atau diduga sebagai tindak

pidana. Pada penvidikan. titik berat tekanann-va diletakkan pada tindakan mencari

serta mengumpulkan bukti supa1,'a tindak pidana vang ditemukan dapat meniadi

terang serta tidak ada perbedaan makna keduanl,n. Hanva bersilat gradual saia.

Antara penl'elidikan dan penvidikan adalah 2 (dua) fase tindakan 1,.ang berivulud I

(salu). Antara keduanl'a saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan

pemeriksaan suatu peristir.va pidana. Narnun demikian, ditinjau dari beberapa segi

terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut:

Menurut KUHAP 1,'ang <iimaksud dengan penfidik adalah pasal r butir I

menl'eb,:tl:an : "pen.'idi!. :rlalah pejabat polisi negera Eeputrlil: lndonesiz alau

neiabal pegau,ai neseri sipil tertentrr vans eliberi $ie\\renarlg khusus olehi undang-

undang untuk meiakukan pen1,idiftan"

Kemudian pasal 6 ayat (t) penl,idik adalair :

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

Pejawab Pegau,ai Negeri Sipil tertentu 1'ang diberi \\,ewenang khusus oleh

undang-undang

Pasal 6 a-vat (2) men-vebutkan "s1'arai kepangkatan pejabat sebagaimana

dalam a-,vat (1) alian diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah". Dalam

penjelasan dari pasal 6 ayat (2) KUHAP. disebutkan bahu,a "kedr,dupan 6.,

kepangkatan penyidik 1,ang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan

1

2
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diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim

peradilan umum"

Mengenai kepangkatan penl.idik ini oleh Peraturan

tahun l9il3 tentang pelaksanaan KUHAP" diterangkan :

Pemerintah Nomor 27

Pasal 2 ayat (1 )

a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia tertentu vang sekurang-kurangnva

berpangkat Pembantu Letnan Dua Polrsi

b. Pejabat Pegarvai Negeri Sipil tertentu r-ang sekuraig-kurangnva berpangkat

pengatur muda tingkat I (golongan II/b a.tau yang disamakan dengan itu)

lviengenai kepangkatan ini masih ada pengecualian apabila tidak ada penyidik

,vang berpangkat Pembartu Letnan Dua seperti I'ang ditegaskan a),at (2) dari

pasal 2 di atas yaiiu . "dalam liai di suatr.r sektor kepolisran tidak ada pelabat

-*^-.:l:l- ^^L^--^:*^.^^ l:*^l ^--l J^l^--- ^-.^r /t \ L,,-.F ^ *^1.^ 11^*^-l^- C^1.-+^-
[_r(,rr,\IulN f,trudsdlrttdlr(l Lllrll<lAJLlu u4rdrrr d-\'or \ri, rrurur G. llr@No r\urrrqrru(u! 9vNLvr

Kepclisran :)'ang berilcngLat bintara di ba.,r':h Pembantu Lehran Dua Polisi karena

j abatannl,a adalah peny'id ik".

A1'at (3) "penvidik sebagaimana dimaksud dalam a"vat (i) huruf a ciitunjuk oleh

Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perunda-ng-

undangan vang berlaku".

Ay'at (a) "\\'e$.enang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam a1,at (3) dapat

dilinrpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan

p eraturan perundang-undangan vang berlaku".

Avat (5) "pen1,i6111 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat olel"

Menteri atas usul dari Departemen -vanq memban,ahkan pegarvai negeri tersebut.
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Menteri sebelum melaksanakan pengangkatannva terlebih dahulu mendengarkan

pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia".

Setelah dikemukakan pengertian dan hal-hal 1,ang berhubungan dengan

pen-vidik. malia benkut 1,ang akan dibicarakan adalah pengertian dari pen_vidikan

itu. Yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindalian penyidik

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari

serta mengumpulkan bukti vang dengan bukti itu membuat terang trndak pidana

vang teqadi dan guna nrenemukan tersangkan.va (pasal i butir 2 KLEIAP).

Dari rumusan pengertian penvidikan tersebut. malia dapatlah dirnengerti

bahiia t-qiian daripada penvidikan itu demikian iuasn-o.-a, yakni harus mampu

nlengurnpulkan bulrti-bukti, menerangkan peristi*.a pidana tentang apa y.ang telah

terjadi serla harus dapat menemukan tersangl,anva.

I lnlrL Iqnqt t+r-!r1-,q2n.n1!2 trra^- ,-{.- r.,i,,^a .!o.i ^oh.,;;il,o- i+., *oLo

dibut-rhkan aclanr a lenaga-!enaga penvidik . a-ng telai terlatih dan terampil

Di dalam Undang-undang Nomor B ttrhun 1981. seperti r,,ang telah

dinvatak'n di atas. tidak semua pohsi Negara Republik Indonesia mempunl,ai

kedudukan sebagai pen-v'-idik. Artinya, hany,a pejabat polisi yang telah memenuhi

si'arat-svarat tertentu sajalah vang dapat diangkat menjadi seorang penf idik.

Tidak diberil:ann1,a kedudukan sebagai penf idik kepada setiap polisi negara ini, di

samping adanl'a pembagian tugas tersendiri pada dinas kepolisian. juga adalah

atas dasar pemikrran bahlva penyidikan itu haruslah dilakukan oleh yang telah

mempunyai syarat-svara kepangkatan tertentu pada dinas kepolisian. Demikian

.1uga penyidik haruslah orang-orang I'ang telah memiliki keterampilan khusus
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dalam bidang pen'''idikan. baik dalam segi teknik maupun takis. serta orang-orang

)'ang memputn'ai dedikasi dan disiplin yang tinggi. karena di dalam pelaksanaan

penyidikan ini adakalanl'a penl,idik harus menggunakan upaya paksa seperti

penangkapan. penahanan dan lain-lain. Di mana apabila hal ini tidati diiakukan

oleh penvidik-penvidik vang telah tedatih. maka kemungkinan besar hak-hak

asasi seseorang !ang hendak diadakan pen;-'idikan terhadap dinnl'a. rvalaupur

prinsip undang-undang i1u sendiri menjunjung hak asasi manusia. Namun

demikian terlepas daripada kela-r,akan dan keharusan \/ang harus dimilhr oleh

setiap pen,l'idik. maka di dalam situasi dan kondisi vang tertentu, sesuai dengan

ietak geograiis rjaripada indonesia dan serta masih kurangn_r,a tenaga" terutama

tenaga ahlr khususnr.a di dalam penl,!6ilun pada dinas Kepohsian Negara

Republik indonesia- maka oleh undang-undang diberikan kesempatan untuk

rrrr:orryl-^r -..-,,:l;l--r-c-.,i...1i!- ..o*L^.^+,- L^:1.. J^.-; n^t:_: - -_-lj-: -_-__,.^__-^ l^jrtrvrt5ut!5^qr I/vrr,\'rur\-PLrr-\ rqrN psrrru(ulLu uol^ usrr r urr;r tgiiuiri ttliitipliil Oit t

noiahat-rreiah f pp1r2r,1.2i l\Jeoeri Sinil di da!r* linal-r.ncq- L-^^l;"i.-: v5.:r:ir -iLe;!ii J:p,r: ii: uGiaiii iii;51:";i;gr,ii i\t;ijuiiliiiii iigB,iiii.i.

E. Proses Penyidikan Menurut KUHAP

Pen-r'idtkan atau pengusutan dalam acara pidana dapat dilakukan terhadap

ssorang lersangka apabila orang tersebut telah melakukan suatu ke.iahatap atau

penstirva pidana. Peristiu'a pidana itu dapat diketahui melalui :

l. Laporan atau pengaduarr

? Pemberitaan pers

-j Kedapatan tertangkap tangan5

5 S, 'lanusubroto. Peranan Peradilan-Alurnni, Bandung- 1987" 1m1. l0 - l1
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Suatu peristir,r,a meliputi soal apakah Lrenar telah terjadi perisliu,a pidana

atau siapapelakunl,n (dedernl'a). Maksud pemeriksaan itu pertama-tama supa),a

penfidik dapat mempertimbangkan benar tidaknva lelah terjadi tindka pidana

tersebut. Dalam hal ini di dunia ilmu pengetahuan hukum ada 2 (dua) sistem

pemerikaan -vang dapat dianut, ),aitu :

l. Sistem Pemeriksaan Inquisitoir

2. Sistem Pemeriksaan ;rccusatoir

I. Sistem Penrcriksaitn Inquisitoir (arti kata penrcriksaan)

Sistem ini menganggap si terdakr.,,a itu sebagai suatu objek. suatu barang

vang harus diperiksa uujudnr,a berhubungan dengan suatu pendakwaan.

Pada abad pertengahan dan abad ke-l tt sifat hukum acara piilana menganut

qiqlqn ia^,,iqi+^i. itti f)rhrvo ci ^^'-^-il--^- i:,:l^I- :^-^--., ..^^,..--.,.^^t_^'^rrrYulJr!v11 uqr vv 4 rr Pvrrrvr rAJ4lr rrq@e -lor a15 rrrwrr55uiial4ii

h.:ngku/pem.ri[ 5r-/psnr iclif. ag:rr si tersangl.a mengahr saja per!_.uatann:. x :tu Jedr

di sini cara pembuktian itu sangat lergantung dari pemeriksaan sendiri.

Perneriksaan rvujud ini berupa pendengaran si tersangka tentang dirinva

pribadi. Oleh karena sudah ada suatu pendaklvaan yang sedikit banvak telah

Civakini kebenarannva cleh 1'ang mendakiva meialui sumber-sumber pengetahuan

di luar tersangka, maka pendengaran tersangka sudah semestinya merupakan

pendorong kepada lersangka. supaya mengakui saja kesalahannya lViinat

mendorongkan ke arah suatu pengakuan salah ini biasan;,a berhubung dengan

tabiat pendalilva sebagai seorang manusia belaka, adalah begitu hebat. sehingga

dalam praktek pendorongan ini berupa penganiavaan. Sistem ini dipakai di tingkat
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pemeriksaan pendahuluan dan sistem pemeriksaan ini terjadi servaktu berlakunl,a

HIR di bumi lndonesia ini.

2. Sistem Pemeriksaan Accusutoir (urti kuta nrcnuduh)

Sislem ini menganggap seorang tersangka/terdaliu,a sebagai suatu subjek

1'ang berhadapan dengan pihak lain yang mendakr.va- vaitu kepolisian atau

kejaksaan sedenlkian rupa sehrngga kedua belah pihak itu masing-masing

mernpun-,-'ai hak-hak yang sama nilainya dan hakim berada di atas kedua betah

pihak itu unluk menl,elesaikan soal perkara pidana antara mereka menurut

peraturan hukum pidiura i ang bei"laku

Bah*,a sifat sistern ini mulai nampak setelah Rer olusi Perancis tahun 1971

rnelalui Code Penal Pera"ncrs, cara pemenksaan pada tingkat penghabisarr

dilal.ul:an di rnul:a umum. sehingga tlnda-l:an se.,.,,enang,l','enang berakhir. Pegltu

jLrga kepacla. terdakrva tela& cliL,er-il.-an kesempratan unl-ul.: membela diri. Hal ini

juga sama kedudukann-va (keadaannya) di Negeri Belanda r,'ang pada rvaktu ilu

telah teimasuk ke dalarn kekuasaan Perancis.

Kalau di indonesia keadaan scperti ini lebih dipertegas lagi. Hal ini

termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahtur 1970 (Undang-Undang tentang

Keteniuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) I'ang menyebutkan bah*,a

setiap orang, -_vang disangka, ditangkap, ditahan. dituntut dan atau dihadapkan di

depan pengadilan ri'ajib dianggap lidak bersalah sebelum adanya putusan

pengadilan, yang menyatakan kesalahannl'a dan rnemperoleh kekuatan hukum

,vang tetap (Pasal 8). -yang lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah
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(preseumption of innocent). sehingga terdaku'a di dalam hal ini berkedudukan

sebagai subjek.vang berhadapan dengan subjek penuntut umum/iaksa.

Di depan per sidangan baik terdaku,a ataupun pembela maupLut penuntut

umum/jaksa oleh hakim akan diberikan hak ),ang sama, serta kesempatan yang

santa. Akan tetapi dari semua kesempatan yang diberikan oleh hakim tersebut,

maka kesempatan terakhir selalu diberikan kepada terdakrva. Misalnya setelah

penuntttt umum membacakan tuntutarinva (requisrtoirnva), r,raka gilirannl.a

dibenkan kepada terdakn'a atau pembelanva hak pembelaan dan jika penuntut

umum meminta replik, yakni ingin memberikan tanggapan terhadap nota

pentbelaan terdakwa/penasehat hiikuinn'r'a- rakni tanggapan atas repiik tersebut.

Demrkian seterusnya- hingga saat kesempatan itu dihentikan oleh hakirn. Jika

hakim memandang bahn'a telah cukup kesen-rpatan-kesempatan yang diberikan

l:ep-'14u l:edua belah piha!: dan hai:im a!:an nemberil:::r putusanni,a.6

Pensalttran tenfanu inorrisaloir vang lunak krta lihal dari breberapa pa-sa-l

vang tercantum pada tsab VII (Pasal 69 - 74) dan Pasal I t5 KLrI-IAP. Di sini

penuiis mengarnbil beberapa pasal untuk membuktikan bahwa KUHAP menganut

sistem pemeriksaan inquisatoir yang lunak.

Pasal 69 KLIHAP menl,ebutkan ''penasehat hukum berhak menghubungi

tersangka sejak saat ditangkap atau drtahan pada semua tingkat pemeriksaan

menurut tata cara),ang ditenlukan dalam undang-undang ini."

5 Mafiirnan Prtxliohamidjoj <t, Ketlutlukan Tersangka elan Tertlaky,a D*lam Pemeriksaan,
Seri Pernerataan Keadilan- hal. l9
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Pasal 70 a-vat (1) rnenyebutkan "penasehat hukum sebagaimana dimaksud

dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan ters;urgka pada setiap

tingkat pemenksairn dan setiap rvaLlu untuk kepentrngan pembelaan perkaranya."

Pasal 73 menyebutkan "penasehat hukum berhak mengirim dan menerima

surat dari lersangka setiap kali dikehendaki olehnva."

Pasal I l5 aJ,at (l) menl'ebutkan "dalam hal penr,idik melakukan

pemeriksaan terhadap tersangka- penasehal hukum dapat mengikuti jalannr,a

pemeriksaan dengan cara melihat seria mendengar pemeriksaan."

Pasal i l5 avat (2) menl'ebulkan "dalam hal kejairatan terhadap keamanan

negarzl penasehat hukum dapat haciir ciengan cara rneiihat tetapi tidak dapat

mendengar pemeriksaan terhadap tersangka. "

Daiam pen,velidikan dengan sistem inquisatoir yang lunak. maka dalam

.--.-1-+^I----^ +^-^^-^1-^ L^t^L -^^---l--r^ l-----i- --------1--, I r i
Pr6tcrirt,)(r rt,lJdtrBr\4 uursrr lll\rlrullLil ntrpilua ptiili1sgllat ilut titll IJeIU{jlasan-

nenin!nqan 1141q4s nqrfqryrqn.'l--; -^-.';,1!!.-,qa11 !-'.,..-- i. *^L.*i L-;!. -+:I.Jwr rki!J: qu i sru i irvit_i iuii\ -r.di5 i\Ui diS i(i paii(iiiii" U.i,ii\ aii ai

maupun pertanvaan yang dimaksudkan. Bahkaniika ada pertan.liaan yang bersilbt

menjeral, maka penasehat hukum rvajib memberikan peringatan kepada tersangka

akan adanva jeratan itu yang harus dihindari atau ia tola. Karena itu di dalam

sistem inquisatoir 1,ang lunak, tersangka tidak diperlukan sebagai objek atau

sebagai barang vang harus diperika u,ujudnl,a berhubungan dengan suatu

persangkaan. akan tetapi tersangka sebagai subjek. diminta keterangan 1,ang jelas

dan terang apakah perbuatan yang dilakukan olehnl,a itu merupakan perbuatan

pidana atau ticiak. Dalam pemeriksaan ini tidak diperkenankan untuli memperoleh

70
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suatu pengakuan salah. sepertr di dalam HIR. sehingga olah karena itu penyiclik

tidak dibolehkan melakukan penganiayaan terhadap tersangka.

Sebagaimana yang kita jumpai di dalanr pasal 52 KUHAP^ bahrva vang

hendak dicapai atau diperoleh adalah keterangan tersangka atau terdatrru,a bukan

pengakuan lersangka atau terdakna. Bunvi Pasal 52 KUHAP lersebut adalah

sebagai berikul "dalam pemeriksaan pada tingkat pen,idikan dan pengadilar-r.

tersangka atau terdakrva berhak memberikan keterangan secara bebas kepada

penl,idik atau hakint. "

F. Proses Penyidikan Menunrt undang-undang Nornor 2 Tahun 2002

undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia tidak ada secara spesifikasi menerangkan proses penl.idikan.

tetrni r{r- Dr,rr! ! 4 I irIcr.: I 14l.^^ t\r^-^!- . T^L-..^ nnna l^--^i r:1-_-^,- ^r _.lwrayr uur r G4r r w ulru@r5-urru(ur5 rf urlrul L I clttrtLt L!.r\tL (layaL ulaeraitgiiail

merupa-kan ,.rrr-rtan-ur,;tan nenvidi!:3n \i3ng dih!,ul-an .t epollsran. Adapun isi pasal

i6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. adalah :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13

dan i4 Ci bidang proses pidana. Kepohsian Negara Republik indonesia benr,enang

untuk :

a. Nlelakukan penangkapan. penahanan. penggeledahan dan penl.itaan

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat ke"f adian perkara

uniuk kep entingan penyid ikan

c. M''nbala dan menghadapkan orang kepada penlidik dalm rangka penyidikan
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d. Menvuruh berhenti orang yang dicurieai dan menanvakan serta memeriksa

tanda pengenal diri

e.

f

7tD.

Melakukan penreriksaan dan penyitaan sural

klemanggil oraiig untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungann,va dengan

pemerilisaan perkara

IVlengadakan penghenlian penvidikan

IV{en1,g1nh1an berkas perkara kepada penuntut umum

Mengajukan permintaan secara langsung kepada pe.labat irrrigrasi dalam

keadaa.n menciesak untuk meiaksanakan cegah dan tangkai terhadapp orang

vang disangka melakukan tindak pidana

k. Memberikan petunjuk dan bantuan pen\ridikan kepada peni,idik pegag,ai

ncrrri ai-il -,.*^ .-^-^-:*^ L^^:1 -^---:l:l-^- .^^-^. --^: ------ --: -: :r , lrrv5vr r Drl/r( r!r !o rrrsrrEl r(lr(l rraJrl ptrrr-! rLrr\d.rr p\rga1\tar llegeai Sipii UIliuf\

rl isp!-ahl, an l:en-a,'l.r nan, Int,I |,m, mq'rrurr'

1. Mengadakan trnclakan lain menurut hukum r.ang bertanggung tawab

Tindakan lain sebagaimana dimaksud daiam ayat (r) hurul' 1 adalah

tindahan per-rvelidikan dan penvidikan y'ang dilaksanakan jika memenuhi s1'arat

sebagai berikut :

I. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum

2. Selaras dengan keiva-iiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut

dilakukan

3. Harus patul. masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya

4. Pertimbangan ]:ang la1,ak berdasarkan keadaan vang memaksa

5 Menghormati hak asasi nranusia
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BAB III

TI]\JAUAN UMT]M TENTANG PUSLABFOR MASALAH NARKOTIKA

A. Pengertian Puslabfor

Realitas dinamika kehidupan berbangsa dan bemegara menuju era

lndonesia baru dengan akselerasi reformasi begitu cepat, menurut polri har,.ls

segera mengambil langkah-langkah konkrit dalam menf ikapi era reformasi

tersebut khususn-,,a dalam pelaksanaan tugas pokok Pclri.

Laboraorium Forensik Polri 1'ang bertugas membina dan melaksanakan

kriminalistik dalarn menl'elenggarakan upaya pembukhan secarer iimiah-

memberikan dukungan teknik operasional seiia pela-r'anan ulnuni terhadap insiansi

terkait pada hakekatn\,a metnberikan konstribusi vang besar dalam mendukung

terlakananal a lugas pokok Polri secara umt,r,.'

oleh .trarena ltu- deml terxujudn','a dukunga:l teknis opcrasional i'ang

oplimal maka t''eial,sanaa,n t,,rga-s pokok I abcraton,-ur: Forensi]: Fci- herus

disesuatkan dengan kebifaksanaan dan strategi pimpinan Poln dalam rnenvikapi

era reformasi sehingga fungsi dan peranan Labfor Polri semakin nyata khususnva

dalam, penegakan hukum derni tercapainl'a Polri t.ang semakin baik dan dicintasi

ralq'at.

Dasar tugas pokok Laboratorium Forensik Polri adalah Undang-Undang

Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KtrHAp). serta undang-

Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan

Keamauan Negara Republik t'ldonesia sebagaiman telah diubah dengan Unciang-

7 
Pusat Laboratorium Forensik POLRI, Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan,

Kebiiaksanaan dan &rdegi Pelalisanaan Tugas Pokok Fotensik PoM Cabung Medan Dalam
Era Reformasr, hal. 1
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Undang Nomor 2 Tahun [981] serla Undang-Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republoik Indonesia.

Pusal l.aboratorium Forensik drsingkat Puslablor Polri adalah pelaksanaan

pusat ditingkat Nlabes Polri yang berkedudukan di barvah Kapoln bertr.rgas

menrbina dan melaksanakan kriminaiistik sebagai iimu dan membina

penerapiunl'a untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri.

Pada dasarnya pemeriksaan kriminalisttk yang dilakukan oleh

Laboralorium Forensik Polri dalam rangka mendukung tugas kepolisian pada

hakekatnva merupakan upa)'a pembuktian secara ihniah baik clalam rangka

membarrtu proses penvidikan tindak pidana maupun pelayanan umum di bidang

lorensik lainnl'a.8

Laboratoriurn Forensik Polri Cabang N'Iedar disingkat Labfor Polri Cab

adalair badan pen;banlu pimpinan dan pelaksaira pada Puslabfor Polri vzurg

bertugas menveienggarakan lungsi Laboratoriurn Forensik Kepolisian dalam

u-ilavah liukumnla.

Tugas pokok Laboratorium Cabang adalah. sebagai berikut :

1. Menl'eleuggarakan upalia pernbuktian secara ilmiah melalui pemeriksaan

teknis l,aboratoris dengan menggunakan teknologi dan ilmu-ilmu forensik

kepada satuan-satuan kepolisian

luar Polri termasuk pela-vanan umum

u Argkut t Bersenjata Republik Indorie.ra, Markas Besar, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Buku Petanjuk Adtninisrasi tefilang tatd Cara Permintaan Dukungan Pemeriksaan
Pada Labotatori.um Forensik Polri, Surat Keputusaa Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.
Pol. Skep/8221v-l1998, tangga29 Mei 1998,hal. I

dalam rangka penyidikan

2. l\,lemberikan dukungan operasional

kervilay-ahan, instansi-instansi terkait di

di bidang kriminalistik
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3. fuIen1'elenggarakan dtrn melaksanali.an administarsi pemeriksaan kriminalistik

termasuk pengumpulan. pengolahan dan penvalian dala_ baik !,ang

menvangkut aspek pernbinaan maupun pelakszuraan kegiaian

Pemeriksaan barang bukti secara teknis laboratorik adalah pemeriksaan

terhadap barang bukti hasil pencunan, pengambilan, pengamanan dan pengiriman

petugas Polri atau instansi penagak hukum lainnl,q l,ang dilakukan dengan

menggunakan metode rlmiah di Laboratonum Forensik Polri, agar dapat drjadikan

sebagai salah satu alat bukti 1,'ang sair di pengadilan sesuai dengan Pasal ltt4

KT]HAP.

Dukungan pemeriksaan barang bukti secara teknis laboratorik dapat

diperruhi berdasarkan perrnintaan :

l. Peni idik Polri

2. Penf idik Pegar,vai Negeri Sipil setelah berkoordinasi dengan Ko;rvas PPNS

3. POt.{ .^.BI{I

4. K-ejaksaan

5. Pengadilan

6. [nstansi pemenntah lain sesuai dengan lingkup kewenangannva

Jenis pemeriksaan barang bukti 1'ang dapat didukung oleh Laboratorium

Forensik antara lain, sebagai berikut :

l. Bidang Fisika Forerxik

a. kebakaran

b. konstruksi dan material bangunan

c. peralatan/bahan vang mengandung radio ak;€

d. peralatan elektronik
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bekas alat/tool rnark

pecahan kaca

tabrak lari

lei detector

i. pemeriksaan jejak

2. Bidang Kimia dan Biologi Forensik .

a. pernalsuan produk industri dan un_linou,n material

b. pencelnaran lingkungan

c. toxcologi

d material biologi

e. pemalssuan obat-obak:r dan kosmetika

f. pemalsuan produk minl,ak burni

g bahan l:imi organiVunorganik

h. cie.ah ,1an rliru tub'-:h

i. .iaringar iubuh (kuku. ranrbur. tulang. gigi da-n sebagainva'i

J mikrobiolog/mikro orgzurisme

k. rnorfologi tanaman

Bidang Dokumcn dan Yang Paisu Forensik :

a. dokumen yang diduga palsu

b. uang palsu

Bidang Balistik dan N4etalurgi Forensik :

a^ senjata api. anak peiuruh. selongsong peluru

b. bahan peledak

c. bom

f

s.

h

3.

4.
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2.

3.

d. nomor sen

e. kerusalian/kualitas [ogam-logam

i\4ekanisme permintaan dukungan pemeriksaan barang buLli secara teknis

laboraloris adalah sebagai berikut .

l. Mengajukan permintaan dukungan pemeriksaan secara tertulis dari

kepalarpimpuinan instansi dengan menjelaskan maksud dan tu]uan

Surat permintaan dukungan pemeriksaan ditujuka,r kepada Kapuslabfor polri

atau Kalablcr Cabang

Surat Dermintaan d,-rkungan pemeriksaan dilengkapi dengan .

I ap o ran po lis i/lap oran kemaj uan 1,ang b erkaitan dengan kasus/perkara

hariio qcaro r1^haffirroh ".o-.-i+oon ,.on.,ioiho^ ^6-k'.-^1.-"-^- ..^^-,^.,^l^-
rvar-r 1ralrqI, y vlrlu ur rsRqratrr. ylrlJy w5!rar

h.tt'ans hLtkli sestrai ,-lensan netr-rnirrk larrrnean nenan('irrn hrrrno hrrLri

c. berita acara pemeriksaan saksiitersangka (untuk kasus-kasus tertentu)

Melengkapi bahan pembanding ],ang dipelrukan

Dalam kasus ),ang mcnvangkut tubuh dan n_va\va manusia, seperli

penganiay'aan- pembunuharl perkosaan- keracunan, kematian tidak \\:ajar dan

lain-lain, dilampirkan Visum ei Repertum

Dalam kasus -vang memerlukan bahan pembanding seperti : kasus pelamsuan

hasil industri. pemalsuan dokumen dan lain-lain, dilampirkan berita acara

atau surat keterangan mengenai otentikasi atau keaslian bahan pemba"xinq

Pengiriman barang bukti melalui kurir atau Pos Paket

a.

ir.

4

5

7,
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B. Fungsi Puslabfor

Berdasarkan asas-asas l,ang diarut oleh KUHAP maka porri mempunl,.ai

\velvenang sebagai penvidik utama dalam hal ini fungsi penvidikan diemban oleh

lungsi reserse kepolisian

Laboratorium Forensik Polri mempunr ai tugas melaksanakan fungsi

Laboratorium Forensik Kepolisian dan lungsi pembinaan kiminalistik umurn

serta fungsi operasional lainn1.a.

Selain menrberikan dukungan teknis kepada penvidik Polri. Laboratorium

Forensik Polri-juga mrneberikarr bantuan khusus kepada Penl,idik pegarvai Negeri

Sipil (PPNS) dan berbagai instansi pemerintah dan penegak hukum di lingkungan

Dep Hankam/Mabes ABRI.

Peranan LubJbr Dulum Pntses Penyidikan

Laboratoriuln Fcrensil: Pclri :.:1:1.u hcmponen leknis clapat bcrpcian

dala:n Droses penvidikan pa-da. tingLal-tingkat .

1. Peni,idikan

Dalam tahap ini biasanya dilak-uakn pemenksaan barang buktr 1,'ang diambil

oleh penvidik dengan teknik under over untuk memastikan apakah barang

bukti tersebr:t benar-benar dipelrukan untuk tindatrian selanjutnva

2. Pemeriksaan

Apabila diperlukan oleh penyidik, Laboratorium Forensik dengan dungsi

operasionalnya dapat melakukan :

a pemeriksaan di tempat keiadan perkara terutama pada kasus-kasus

kebakaran, bangunan runluh. kasus peledakan dan lain
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pemeriksaan barang bukti/benda mati vang diternukan di tempat keladian

perkara

daiam penl,erahan berkas perkara dari penr,idik ke penuntut umum berita

acar Labfor adalah merupakan alat bukti vang sah untuk kepentingan

sidang pengadilan

Peranan Lablbr dalam proses penuntutan

Sebelurn berlakunva KHUAP penuntut umurn sering kali n:,:rninta bantuan

pemeriksaan pada Laboralorium Kriminal Polri untuk pi,.,idilian lanjut

namun berdaarkan dcngan asas )'ang dianut KTIHAP maka rl',,nuntut umum

tidak mempunvai rvervenang pent,idikan.

Peranan Labl'or di saat ini terhadap penuntut umum adal;,;'i memhenkan

baniuan pemenksaan kepada penuntut rrmllm dalam kapa:r, .ri.\'a sebagai

penl.idik daiam tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 284 4:,;,,r .i KUHAP

Peranan Lahf'or dalam proses peradila-n

Alat bukti vans sah dalam proses peradilan rnenurul Pasal 184 ; I KUHAP

adalah :

a. keterangan saksi

b. keterangan ahli

c. surat

d. pelunjuk

e. keteranganterdakrva

Berdasarkan kepada Pasal 184 ay'a1 I KUHAP tersebut jela ',,1i11y4 berita

acara,rhasil pemeriksaan Labfor Polri adalah termasuk alat bul(i ,,,..u:r,, sah baik
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sebagai keterangan ahli lbrensik ataupun sebagai sural keterangan teknis

laboratons kriminalistik.

Dalam hal diperlukan untuk memperjelas duduk persoalan 1,ane mungkin

timbul di sidang peradilan. Hakim dapat menghadirkan dan merninta keterangan

ahli sesuai dengan Pasal lflO a,val I KUHAP. _v-aitu antara lain dari Lablor Polri.

Dengan demikian dapat dibuklikan bahr,i,a Laboratorium Forensik Polri

memegang peranan vang siurgat penting serla mempunyai kedudukan kuat dalam

proses pen-vidikan dan sis-vem peraciilan pidan4 misalni'a ketentuan ]'ang

mengatur bahn'a Hakirn dapat menjatuhkan pidana apabila ada 2 ldua) alat bukti

l ang sah" saleh satu dapat dipenuhi oieh hasil pemeriksa,an Laboratorium Forensik

D,-l-;I \rlt l-

C. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika

Bila l:t1a s1s11-"pelaiari narl.,otil:a. mal.-a i-i1a l:o1en:rr dengu beberap.la

pengefiian <lala-m benluk isluiah atar-r ternr r,an.s, oenting urriuk kita ketahur seeara

umum.

Istiklah narkolika berasal dari ballasa Yunani yang disebut "Narkotikos"

1'ang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti

patung atau tidur brla orang iril menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan

tertenti ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

Narkolika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti

patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika tidali terbatas

pada bahan yang menyebablan keadaan 1'ang kaku seperti patung atau tidur.
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tetapi .juga bahan 1'ang menimbulkan keadan ),ang sebaliknl,a sudah dimasukkan

pada kelompok narkotika.

Sebelunr keluarnl'a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang

Narkotika maka narkotika ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun I976

tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengetlian narkotika.

Ada 1'ang menvatakan bahrva narkotika adalah obat bius. sebagian mengatakan

obat keras atau obat berbahal,a.

Penvelahgunaan narl:otika di negara kita mulai terasa kira-kira l5 Tahun

vang lalu. Yang meni'alahgunlian pada umumn_r'a adalah golongan remaja dan

1'ang disalahgunakan beraneka ragam narkotrka. Bahavanya makin meningkal

pada bahan i'ang lebih keras sepeiti inoqthin dan heroin

MenYadari bahaya )'ang mengancam kelangsrrngan hidup generasi muda,

maka pemerintah se.iak dini telah menangguiangi bahasa pelarrvalahgunajur

ner-1,-o!i!:q 1'q!111 .lo-q.- t--1,,^-.,^ I-.i-',1.-^: rr-^-i,l^- NT^-^- L T-L.-.^ rna! /-.^:r--q rflJatuNJl r rvJrultl L\ullltrr \r I (utull r_/ / r \_\(LlLu

penan-ggulangan ba-h:r-y,a larkotrl:a^ l:enal:alan remaja. ueng palsu, pen;,eluClpa:r

dan lain sebagainva).

Setelah keluamva Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun T97 | maka

kemuciian keluar unciang-Ur-rdang Nomor 9 Tahun 1976. undang-Undang Nomor

9 Tahun 1976lentang Narkotika memuat tentang jenis-jenis narkotika. 1,aitu :

l. a.

b

c.

Bahan-bahan yang disebutpada angka 2 sampai dengan angka 13 undang-
undang ini
Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina
Bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang belum
disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau-kokaina
yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila
penyalahgunaan dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang
merugikan seperti Morfina atau Kokaina

d. campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang
tersebut dalam huruf 4 b dan c
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3.

2. Tanaman Papaver adalah tanaman papaver somnilerum /.. termasuk biii. buah
dan ieraminya

6
7

oprum mentah adalah getah vanq menrbeku sendiri diperoleh dari buah
tanaman papa\ier sonuiilerum l. rang han-r,a mengalami pengolahan sekedar
untuk pembungkus dan pengangkutm lanpa memlrerhatikan kadar morfinan\:a

a. Candu. yaknii hasil vang diperoleh dari opium mentah melalui suatr.r
rentetan pengolahan. kahusunva dengan pelarutan_ Demtnasan dan
peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud
merobahn'a menladi suatu ekstrak 1,ang cocok untuk pemadatarr

b. Kicing. vaknii srsa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan
apakair canciu itu dicampur dengan daun atau bahan lain

c Jicingko. I'akni hasil vang diperoleh dari pengolahan jicing
opium obat adalah opium mentah vang telah mengalami pengolahan sehingga
sestlal untuk pengobatan- baik dalarn bentuk bubuk tau dalam bentuk lain. aiiu
dicampur dengan r.al-/a,, netral sesuai dengan s\,arat larmakope
Morlina adalah alkalida utama dari opium. dengan nrmus kimia c 17H19 No 3
T'anaman koka adai:h tarlaman dari semua genus en,throx\.lon dari keluarga
eu,th rox){aceae
Daun koka adalatr da:rn vang beltrm atau sudah dikeringkan atar-r dalam bentuk
serbuk dari semua iananrarr gei-'us en tluos,-ion ciari keluarga eryth roxvlaceae,
,r,'ang nlenghasilkan l:ol-larn secara langsung ata'.1 rnelaliu perubahan kirnia

9. Kokaina mentah adalah semua hasil-hasil vang diperoleh dai daun koka yang
dapat diclah secara langsung untuk mendapatkan kokaina

l0 Kokaina adalah metii ester - I - bensoit ekgonina dengan rumus hmia
c17H21NO4

11. E}:gonina adalah [-e].gonra dengan rumus kimia C?Hl5l..io3li20 ,j.u, esi.ei
serta turunan-turunanva vang dapal dirubah menjadi ekgonina kokaina

l? Ta-naman gan-ia adalah damar r':ng diambil clsri 13nlr,'.]{:r.: genlis caru:abis,
tennasuk biii dan buahnva

i3. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasul. hasil
pengolahann]'a ).ang menggunakan damar sebagar bahan dasare

Sebelum Lindang-Undang Nornor 9 Tahun 1976 ini berlaku, dipakailah

Sta.rtsblad 1937 Nomor 278 jo. Nomor 536 dan disebut ciengan Verdoor,ende

I\,Iiddelen Ordonantie 1,ang telah diubah.

Ketentuan-ketentuan di daiam peraturan perundang-undangan tersebut,

berhubung dengan perkembangan lalu lintas dan adany'a alat-alat perhubungan

dan pengakutan modem y'ang men_yebabkan cepatnva penvebararl pemasukan

narkotika ke lndonesia- ditambah pula dengan kemaiuan-kema.iuan yang dicapai

Soedjono D., Narkotika dan Rema.ia, Peuerbit Alunuri. I3anrlung, OO3,yu.l,i4

36



dalam bidang pembuatan obat-obatan. temvata tidak cukuo memadai untuk dapat

mencapai hasil vang diharapkan. Peraturan perunclang-undangan tersebut tidah

lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena vang dialur di dalamnva

peraturan itu dikenal dengan istilah \,'erdoovende Midclelan atau obat bius.

Sedangkan tentang pemberian pelay'anan kesehatan untuk usaha penyembuhan

pencadunl,a tidak diatur.

Narkotika adalah merupakan salah satu obat vang riiperlukan dalam dunia

pengobatan. demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendiciikan.

pengembangan ilmu dan penerapannva.

Tidak heran dengan hal tei'sebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika

semakin cepat sehingga undang-itrtdang yang mengai.umr,a ciirasakan ticlak cocok

lagi.

Justru inilah 1,3rro pernerintah kita mengeluarkan Undang-Undang Nomor

22 Tah';n 1997 tentang lJarkotrlia i.a;g bcrlaku sekaiang.

Nafkltika di dalam I Tnrl!nq-J Inrlc,lo llon-ror- ,)? Tehrrn _.1 
()rl? .li r.lqtcm noo^l

I a1,at (1) diterangkan :

Narkotika adalah zat atau obat -vang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman baik sintetis mariprm semi sintetis vang dapat menl,ebabkan
penumnan alau perubahan kesadaran, hilangrwa rasa_ mengurangi sampai
menglulangkan rasa nveri dan dapat menimbulkan ketergantungal, yalg
dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlam[ir da]am
undang-undang ini atau 1.ang kemudian ditetapkan clengan Keputusan
Menteri Kesehatan

Di dalam undang-Undang Nomor 22 Tahun 1197 ini dratur pelbagai

masalah 1,'ang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai :
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1.

2.

Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika

Ketentuan Lentang kegiatan vang men\angkut norLotikl seperli l)enanatnan.

peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaiui

narkotika

3. Ketentrran tentang u,ajib lapor bagi orang atau vang melakukan kegiatan_

kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2

4. Ketentuan )/ang mengatur penvidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan

pengadilan dari perkara j,ang berhubungan dengan narl;otika vang karena

kekhususannva dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah

penvidikan penuntuluan dan pemeriksaan di depan pengadilan" memerlukan

peiir-iinpangair dari ketentuan hukum -vang beriaku

N4eskipun didakan pen'impangan dan pengaturan khusus. tidak berad

bah'rva hak asasi tersangka/ terdahva tidak dijamin atau diiindungi. ba6ian

riirrrrhrL-r. lrrl..-il.irr r::nc rr'ni--to -cr.,i+-^-.,^-.J^.^ ;-L--^--^;rulL.rqrsN@r ruuvrrrrNrol rup.r ruiiirig5ai iruiiiiiiipangail Aan ilei-jgaiiiiaii i{i-lijsi.is iiij

tidak merupal::n penghapus3n selur-'"rh hal: :.s3si r.ersal:gi:a/ lerdahr.,,q melainllan

han1,a pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menv-elamatl,an bangsa dan

negara dari baha-va .vang ditimbulkan karena penvalahgunaan narkotika.

Ketentuan tersebut antara lain ialah : bahu,a dalam pemeriksaan di depan

pengadilan. saksi atau orang lain vang bersanglrutan dengan perkara vang sedang

dalarn pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut narna" alamat atau hal larn

yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor (pasal 76 ayat 1

Undang-Undang Nomo r 22 T ahun I99l)

undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika juga memuat

pengaturan tentang :
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l. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian gar-r.iaran (premi)

2. Kelentuan lentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika

3. Kelentuan lain y'ang berhubungan dengan kerjasama internasional dalam

penanggulangan narkoti ka

Guna memberikan efek prefuntif vang lebih tinggi terhadap dilakukann-v-a

tindali pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alal

penegak hukum dalam menangani perkara lindak pidana tersebut secara efektil-

maka ditentukan ancamarr hukum vang drperberat bagi pelaku tinclak pidr,ra. lebih

lanjut dalam hal perbuatan tersebut diiakukan terhadap atau clitujukan kepada

anak-anak cii btru,ah umur.

Kai'ena lndonesia merupakaii negara peserta dari Korrfrensi Tunggai

Narkotika I98i. beser-ta protoirol \rarlg mensubahn-va maka ketentuan-ketentuan

dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hai 1.ang diatgr di

dalam l:onirensi tersebut.

Nar-kotika a<lalah zat (sLrbstance) 
-..,ang penggunennr.a ciislur ci calam

Undang-Llndang Nomor 22Tahun 1997 tentang Narkotika

Dengan berkembang pesatn),a industn obat-obatan cleu,asa ini. maka

kategori jenis zat-zat semakin meiuas pula seperti yang tertera dalam konfrensi

dan traktar internasional -vang termasuk pil azat-zat \rang mempunyai efek-efek

lain di sarnping pernbinaan.

Sebelum masuk kepada pembahasan di atas ada baiknva terlebih dahulu

penulis menguraikan iatar belakang lahirnva Un<iang-Undang Nomo r 22 Tahwt

7997 lontang Narkotika.vang salah satunya adalah meluaskan jenis-jenis narkotika

itu sendiri.
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Pembangunan Nasional lndonesia bertujuan meu.ujudka.n manusia

Indonesia seutulrnva dan masvarakat Indonesia seluruhnva \/ang adil, makmur.

se.iahtera. tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-tJndang Dasar

1945. Untuk rnervujudkiur masvarakat lndonesia vang sejahrera tersebut perlu

peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan

kesehatan termasuk keiersediaan narkotika sebagai cbat, di samping untuk

pengembangan i lmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanlaal <ian diperlukan untuk pengobatan

dan pelavanan kesehatarl, namun apabila disalah gunakan atau digunakan tidak

sesuai denga:r siandar pengobatan. teriebih jika disertai dengan peredaran

narkotika secara gelap akan meniirrbulkan akibat \iarrg sangat nrerugikan

perorangan maupun masvaraliat khususnYa generasi muda. bahkan dapat

menimbulkan bahay'a -vang lebih besar bagr kehidupan dan nilai-nilai budava

bangsa i'ang paCa aLhirn;'a alian dapa,; meier.e.h.\an ketahanan naslonal.

Peninsl.:alan oeneenda!ian d.in lenga-\r.r?-sa!1 seba.gai r,lpn),'2 mencegah dan

memberantas pengalah gunaan dan peredaran geiap narkotika sangat diperlukan"

karena keiahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara

berdiri senciiri. melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh

sendikit \ ang terorganisasi secara mantap. rapi dan sangat rahasia

Di samping itu kejahatan narkotika yang bersifat tradisional

dengan ntenggunakan matode operandi dan teknologi canggih.

pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotia. Perkembangan kualitas

narkotika terseb',t sudah rnenjadi ancaman yang sangat serius bagi

umat manusia.

dilakukan

termasuk

kejahatan

kehidupan
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untuk lebih meningkatkan pengendalian dan penga\rasan serta

meningkalkan upa)'a mencegah dan memberantas pengalah gunaan dan pereclarzur

narkotika- diperlukan pengaluran ctalam bentuk undang-undang baru ),ang

berasaskan keimnan dan kataqu,aan terhadap Tuhan yang Maha Es:l manfaat-

keseimbangan, keserasian. keselarasan dan peri kehidupan. hulium serta ilmu

pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konr,ensi

Perseiikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasa Peredaran Gelap n-arkotika

dan Psikotropika Tahun I9fi8. r'ang telah ciiratifikasi dengair Un.lang-Llrrdang

Nomor 7 Tahun 1997 tenlang Pengesahatr Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa

tentang pemberantasa Peredaran Gelap Narkotika dan psikotropika. Dengan

demikia-n- Undang-undang yang baru ciiharapkan lebih elektif mencesirh dan

memberantas pen\,alahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasrjr r_rntuk

menghindarkan r.l'ilavah Negara Republik [ndonesia diajdikan ajan5 transito

^^-^l ^-^-,-^l^- -^-1-^ril-^rrrauyr4rr Jqr.uul pvr vu4r4rr 5gr4v rlclrNLrtlNat.

Salah satu vang baru tentang {-Jnrleng-t_ln{ang }lomor 22 Taiii;;., ,,,)t}7

ditentukan jenis-jenis daripada narkotika itu sendiri.

Di dalam pasal 2 undang-Llndang Nomor 22 Tahun 1997 ,iit*ntukan

golongan danpada narkotika 1'aitu :

l. Narkotika Golongan I. adalah narkotika yang han-va dapat digunakari untuk

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalanr terapi

serta mempunl'ai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

2. Narkotika Golongan II. adalah narkotika -yang berkhasiat pengobatan

digunakan sebagai piliha- terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau
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tmluk lu.iuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam

terapi serta mempunr ai potensi sangal tinggi mengakibalkan ketergantungan

3. Narkotika Colongan III, adalah narkotika rang berkhasiat pengobatan dan

banvak digunakan daiam lerapi darv' atau untuk tujuan pengembangan iimu

pengelahuan dan tidali digunakan dalam lerapi serta mempunvai potensi

sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkotjka di atas maka pengeflian

narkotika itu semakin luas dan terhadap penr.alahgunaannva pun clapat diperlua-s

juga dalarn hal pengenaan sanksi pidana.
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BAB IV

EFEKTIVITAS TUGAS PUSLABF0R DALAM PROSES PEI\TYIDIKAN

TINDAK PIDANA NARKOTII(A

A. Kredibilitas Puslabfor Polri Dalarn Penyidikan Tidan Pidana Narkotika

Dengan memahami realitas dinamika akselerasi reformasi dervasa ini,

maka tuhas pokok Polri pada hakekatnl,a diarahkan untuk mervujudkan situasi

Kamtibmas 1"ang mendukung bagi peiaksnaan relbrmasi. oleh karena itu Lablbr

polri juga dituntut unluk meny'ikapi hal tersebut untuk mendukung tugas pokok

Polri secara nmum.

lfuedibilitas Puslabfor dalam pelaksanaan oen;iidrkan iinciak pic.lana

narkotika pada dasaml'a meliputi :

l. Labfor Polri vang nrerupakan komponen penduktmg teknis operasional

kr-nnlisi;rn clihartrpka"n dapat menrnglat-kan k,::rlitas pemeri!:saan dalam upai,n

pembuktian secara ilmiah tentano pelalisanaan pen_r,idrkan tindka oidana

narkotika dengan kecepatan dan ketepatan 1'ang tinggi sehingga dukungan

teknis 1'ang diberikan dapal seoptimal mungkin khususnl.a dalam proses

pe;rl,elicii kan yang di lakukan oleh p envid itrr

2. Di samping dukungan teknis operasional tersebut Labfor poiri .iuga

diharapkan dapat meningkatkan bantuan teknis kepada instansi-instansi terkait

di luar Polri yang terdapat dalam lingkungan kriminal justicia sistem maupun

peningkatan pelayanan umum yang lebih baik di bidang knminalistik
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3 Melakukan pembinaan dan peningkatan pelaksanaan administrasi pemeriksaan

kriminalistik termasuk sispillahlanta baik !,ang men\rangkut aspek pembinaan

maupun pel alisanaan kegiatan

4 Nlenimbulkan dan meningkatka-n kemampuan anggota pen1,idift pada setiap

kesatuan dalam upalra pembuktian secara laboratoris sehingga tidak te{adi

tindakan 1,ang menyimpang dan jalur hukum

5 Meningkatkan penggunaan laboratorium dalam upaya pembuktian setiap

kasus tindak pidana khususnr.a penl,alahgunaan narkolika unluk pembuktian

Penegakan hukum yang umumnva diharapkan oleh masyarakav sebagai

fungsi polisi termasuk Puslabfor polda Sumut adalah penegakan hukum pidana

(.enforcing the criminal lav,) Sebagai periengkapan negara Puslabfor polda Sumut

bertanggung jar.vab melaksanakan sebagian dan iugas pemerintah sehari-ltari,

1'art-r nelim'r,r-111::r sebaEan dan r.ugas pemerinlah sehari-hari, ;iaitu meninibiilkan

rasa aman naria $,arga. masl.arakat. Tugas pemenntah ini dilal:ukan polrsi melali;l

penegakan hukum pidana. khususnya melalui pencegahan kejahatan dan

menyelesaikan kejahatan yang teqadi. dan oleh Puslabfor Polcla Sumut dalam hal

pelahsanaan pembuktian secara iimiah suatu peristir,r,a pidana. Tetapi dalam usaha

bertugas memelihara ketertiban dan

Dalam melaksanajkan pekerjaannl,a polisi tidakj mudah memisahkan

kedua fungsi tersebut. 1aitu antara menegakan hukum pidana dan memelihara

keteraturan. Tetapi untuk keperluan analisa kedua fungsr tersokut harus dibedalian

karena menl,angkut kemampuan profesional vang berbeda.

menimbulkan rasa aman ini, polisi

ketaraturan.

juga
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undang-Undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun zooz)

memberrkan tugas dan u'eu,enang ),arlg sangat luas kepada polisi. Mandat 1,ang

diberikan ini pada hakekalnl.a dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori besar. \,aitu :

I' Untuk mencegah dan menyidik kejahatan di mana akan tampir ivajah porisi

sebagai alat negara (penegak hukum

2. Agak lebih sukar menggambarkannya. polisi di sini bertugas untuk

rnernelihara keteraturan dzur ketertiban dalam ma-svarakat. Wajah polisi 1,,ang

diinginkan di sini adalah sebagai penga),om. vang menrberikan perlindungan

dan pelavanan kepada masvarakat

Uraian tentang polisi khususnva puslabfor polda Sumut ini- sebagai

penegak hukum dan sebngai pengat'om. pembuktian secara itmiah membenkan

khas kepada tugas dzur rt'en'enang polisi Indonesia dan menciptakan pula suatu

b ud al'a po lis i'ang akan menentukan kredibi l itasnya daram masl.arakai.

Sehafrai41"^:1e!r!" ..li-dhrtr rIi q!-q 11rqyrtr!1r *^-,_;-^;.^l_^.^ L^L_,_,- --^rr :* r d.a', iiiii-]'v iii iiiiiii iiiUng iiiginKan Daniira pO iis i

nrene.qakn hukum pidana dengan mencegah \\.,arga meryadr korhan l.:.ejahatan ilair

kalaupun \\'arga ada 1''ang menjadi korbanm. polisi harus me*gungkapkan

keiahatan tersebut dan menangkap pelakuknya., terutama terhad:rp kejahalan

penl'aiahgunaan narkotika dan kejahatan serius. terdapat clesakan mas :rakat vang

kuat agar polisi melakukan tugasnya dengan cepat.

Namun dalam usaha penegakan hukum ini. tugas porisi tidak saja

inenl'angkut penyalahgunaan narkotika, kejahatan serius dengan kekeiiisan polisi

juga diilaribkan menegakan hukum dalam kejahakan-kejahatan ring; :i sifatnya.

Dan lebih luas lagi, polisi juga diminta menegakan peraturan admin*,. :.if (yang

sering mempunyai sanksi pidana).
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Polisi vang digambarkarr di aats adalah sebagai '"law enfbrcr:r" dan sebagai

"crime J'ighler". Khttsusnva scbagai c'rime./ightuterhadap violent and seiot1s1ighter.'.

Dalam peran ini polisi harus mengambil inisialif proac:tive crime .figltter Dalanr

peran ini polisi harus mengambil inisiatil' untuk mencegah pada penjahat dan

bukan baru bertindak apabila korban meminla bantuan. Pekerjaan polisi dalam

peristirva-peristirva seperti ini dapat diibaratkan "mempergunakan api untuk

memadarnkan ke-bakaran". karena polisi sering diharapkan memakai pula

"kekerasan"

Kredibilitas polisi di sini memang sering angker (ditakuti oleh orang jahat,

)'.rng adalah luga ri'arga masyai'akat). Gambaran murrrl masvarakat bahr,va polisi

harus dilakiuti terlihat pula dalam hal seorang ibu mengancam anakn),a ).ang

nakal unluk dipanggilkan pak po!isi.

Citra polisi sebagai penegak hukum dipersulit pula oleh sikap anrbivalen

rna-sYaral:at. Pada satu pihal; .,'.trga n;',;;aliai mengharapkan perliiirjuiigarr tiari

oolisr lerha.dap 6,1s1",t-ora.ng .lahL1, :,nng beraca dalan: n:as;,,arakat. retapr pa,ja

pihak lain mereka tidak suka apabila polisi mempergunakan upava paksa

(menggeledah, menangkan dan menahan) terhadap diri mereka sendiri. Sikap

ambir,alen (mendua : simpati tetapi juga tidak suka) ini membuat polisi tidak

mudah. Hal uini dapat menimbulkan konflik pada diri seorang poirsi dalam

menemukan jati dirinya.

Untuk memenuhi harapan masyarakat agar polisi cepat menl,.elesaikan

kasus-kasus penvalahgunaan narkotika khususn-va peran sentral Puslabfor polda

Sumut dalam membuLlikan secara ilmiah terhadap barang bukti narkotika maka

organisasi polisi sering harus bergerak seperti organisasi militer" di mana
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kebijaksanaan ditetapkan dari atas meskipun tidali berdasarkan penilaian sendiri

tidak dil:enarkan. Budaya militer r,-a1g

sesuai kelompok diutamakan.

mengutamakan disiplin ketat dan bergarak

Sistenl militer meu'ajibkan bahu,a clalarn gerakan operasi polisi harus

dapat bertindak sebagai organisasi yang siap melakukan kekerasan lisik. polisi

juga diberikan senjata api untuk dapat melakukan tugas ini dengan bai. Cara kerja

seperti ini perlu karena orang jahat dalam mas1,21211o, sering tidatri mau tunduk

pada ken'enangan polisi dar bersikap ataupun secara nyla melau,an perintah

polisi. [ie*enangan polisi mempergunakan kekerasan sebagai upa]Ia paksa adalah

bagian penting dan inti dan fungsi dari peranan poiisi memeransl kejahalan dan

menlbela diri terhadap arrcaman timbulnl'a luka pareah atau kematian.

Kerlenangan mempergunakan rbrse sebagai upalja paksa berarti

mempergunakan kekerasari berdasarkan hukum untuk memaksa seseorang

mernaluhi ne!-ii'!i rh OOi i si ...::no herl i nt.l.,,-+,,1.. 1,,....--+j --.-f'!1=rrQrr p!i;ri iaiiS ucii.lilu-l.l-;1-;;. ^.-r;iii.iii5i.i;i.:firuin. penggunaan

kekerasan dalam arli ini l,idka perir-i drherikan iagr oleh undang_undang. Karena ini

bagian dari mandat 1'ang diberikan oleh mas-varakat kepada polisi untuk melarvan

kejahatan. Yang selalu meryadi permasalahan dan karena itu perlu pengaturzur.

adalall pengguna.ia kekerasan I'ang melampaui keperluan atau maiah y..ang

melampaui batas kerva-iaran. Inilah yang perlu diatur. baik melalui kodeetik

kepolisian- telapi juga untuk hal yang terakhir melalui aturan ).ang memuat sanksi

disiplin dan sanksi pidana. Han1,a apabila warga mas-1.arakat dapat memahami dan

men.vetului adanmya standar l,ang ivajar dalam penggunaan kekerasan oieh polisi,

maka cilra polisi vang selama ini sering tercoreng oleh perilaku individu polisi

dqrat diperbaiki. Sikap ambivaren masyarakat perlu diperhatikan pula di sini,
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Dalam bahan pustalia kriminoloigi dikenal istilah "cleadly /orcc" sebagai

salah satu isu tenteng kepolisian. \'ang dimaksud di sini aclalah ''ihe octiop og

po I i ce o /fi c er who s hcto t.s, a nd k i I I s a.f' .s. t.t,s p e c t" .1 
|

Di Indonesia isu inrpun ad4 terutama apabila ada perintah atasan (dalam

gava budal'a militer) untuk melakukan tembak di tempat. perintah ini dianggap

sebagai bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia, karena tersangka

bukanlah musuh dan baru dapat dianggap bersalah bila mana suclah ada putusan

demikian dari pengadilan Perintah itr-r harus dital'sirkan hanva berlaku apabiia

lerdapat tersangka 1'ang melau,an cian menverang polisi dengan senjat4 sehingga

mengancam timbuinva luka parah atau kematian pada polisi atau korbar

kejahatan). Daiam ancaman y'ang lebih rendah sifatn,t,a. polisi harus

mempergunakan tak-tik periahanan diri Jelas di sini ada perbedaan dengan ga1,a

atau budal'a militer" 1'ang dalam menghadapi larvan berupa musuh. memang harus

^1.^^ ,l-^l1,, ::-,".-,-, \/^-^. r--^-. r-----, r rrQ\(rrr L,LL,LLt,y -tut vv- r drB .lUgA Liilltlil5Ult r\f UUf Ultltats pQllSl aQalan

ftenqcllln11;rn LeL:or-qqan .-rAno nr+.lrmsnrri Lolor!!!.a ,l^* ^--:.^^ .--1-.-----.-! 1- -r--,t arr5 rirvririiiiicui iavPviiuqir uui ;slrlrg rrlSfelllpalui UaiAS

kewajaran terhaciap tersangka vang ireraCa dalam tahanan.

Demikian juga haln-va dengan kredibilitas puslabfor polri clalam

penydikan tindak pidana nartkotika. Puslabfor polri rnemegang peranan

sentral sekali dalam memberikan penelaal-ran secara ilmrah terhadap barang

,va.ng diperiksa oleh mereka. Kredibilitas dan kedudukan sentral puslabfor

tidak dapat dipisahkan dan para anggota puslabfor polri itu sendiri

kesemuanya menyandang gelar polisi sebagai pengayom masl,arakat.

!'ang

bukti

Polri

yang

1r Mard;ono Reksodiputro, Polhi dan Masyarakat Dqtam Eru Resformasi" polisi Sebagai
Penegak Hukum, Iurr;,al Polisi Indonesia, Tahun I, septernber 1999 - April 2000,ha1. "/9
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Kredibilitas Puslablor Polri secara khusus tidak diketahui oleh masvarakat

luas. N'las1'nrakat han-va memarhami jik aiugas polisi melakukan penangkapan dan

peni'idikan terhadap tindak pidana penralahgunaan narkotrka. tetepi apabila

menyikapi bagaimana kepolisian melakukan tugasnva maka secara umum

masl'-arakat tidak mengetahuinl,s. Kesan dan uraian sebelumnva menjelaskan

kepada kita baliii'a sosok polisi adalah sosok -vang angker. ditakuti dan disegani.

sehingga dari keadaan tersebut mas\,arakat merasa enggan untuk melakukan

urusan dengan polisi. bahhan kalau dapat dihindari.

unluk hal ),ang demikian maka keberadaan puslabfor polri dalam

pandangan mas-varakat I'ang skeptis demikian perlu diberikan informasi sehingga

dalam penvelesaiair tugasnr,a khususnr.a cialam penyidikan tincak pidana

narkotika keberadaan Puslabfor Polri dqrat benar-benar memenuhi lungsinl.a

sebagai suatu lembaga lang melakukan pernbuktian secara ilmiah. rnemberikan

,-1.'t-..^^.- +-l--i- ^-^-^^:^-^l ^^-+^ .^^l^,.^ r --"r- - -t , '!!(\rrrJ vPvrorrvrr4r Jsrra IJ9[(r_Y4rr(ur urrlulrl ttrllrauap lIlStil[lsl tuthillt.

B. Aspek Hukum Kewenangan Puslabfor porri sebagai penyidik rindak

Pidana Narkotika Menunrt KUHAP dan undang-undang Nomor 2

Tahun 2002

Aspek hukum kelvenangan Puslabfbr poli:i sebagai penl,idik tindali pidana

narkotika pada dasamya meruang lingkupi tugas-tugas kepolisian secara umum

dan secara khususnva melakukan pekerjaan untuk memberikan pembuktian secara

ilmiah terhadap suatu bukti tindali pidana narkotika.
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Laboratoriurn Forensik Polri Cabang Medan merupakan satuan ker-ja di

lingkat daerah sebagai pelaksana tuga-s d;v1 fungsi Pusat Laboratonurn Forensik

Polri di u,ilayah lar.anan (sevice crrerr) nrehputi

l. Nangioe Aceh Darussalam (NAD)

2. Sumatuera Utara

3. Riau

4. Sumatera Barat

sebagarmana tercantum dala.n Keputusan Kapolri No. Kep/53lxl2(\02

tangga 17 oktober 2002 tentang organisasi dan ta'ta jkerja saluan-satuan

organisasi pada tingkat Mabes Poiri adalah sebagai benkut .

i. Labforcab N4erlan adalah unsur pelal,sana utama ke n.rlavahan Puslabfor vang

berada di bauah l{-aspuslabfor dar ysng pembentukannl'a ditetapkan dengar,

keputusan sendiri

i,abforcab Nrleo"an bert,-rgas rnen.ielenggra!:an fungsi

sesuar lingkunlan keu,enangan dan dalam lvilavah

dengan surat keputusan tersebdiri sesuar kebutuhan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di

menyelenggarakan fungsi sebagar berikut .

lohnrafn.i.,- l,-.onoi1-

vano nknn ditelanLan- --_'; * ___ '- -''r _ _._'

3. atas. Labforcab Medan

a. pembinaan lungsi laboratorium forensik di u,ila),ah hukum Polda Nangroe

Aceh Darussiam (NAD), Sumatera utar4 fuau dan sumatera Barat bark

_vang bersifat statsioner maupun laboratoriurn lapangan (mobite\

b. penyelenggaraan pemeriksaan laboratoris terhadap dokumen dan uy.ang

palsu, balistik metalurgi, fisika dan kimia biclogi forensik

l
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c. penvelenggaraan pemeriksaan laboratoris di mlal,ah hukum polcla

Nangroe Aceh Darussalam (N-AD)- Sunlale:a Utara. Riau dan Sumatera

IJarat

d. penl'elenggaraan dan pelaksana administrasi laboratoris kriminalistik

termasuk pengurnpur dan pengolahan sama penl,ajian data baik 1,,ang

bersifat atau menyangkul aspek pembinzran mapul aspek pelaksanaan

tugasnt,a

Kewenangan Puslablor Polri sarna dengan ken,enangan polisr selaku

penfidik sebagairnana ditentukan cli clalam KUHAP Kewenangan tersebut

memberikan suatu kondisi bahu,a Puslablcr Polri bertindali sebagai pent,idik

disebabkan kedudukannva sebaga i poiisi.

Sebagaimana diterangkan dalam bab-bab terdahulu bahg,a di Calam

KUHAP polisi dikenal sebagai penvidik. clemikian juga dari tpgas-tugas \-ang

diberil':an cleh Undang-rJndang l{omor 2 Tahun 2002 maka poiisi ciaiarrr

nlgla.kuka-n trtoas {2q ke,r.enanlranlr.r2 hq!-1.in,.1 2l: qeha.:ai nonr.idil-:1= : : __ : ::i::5.riii: i + _ 1-i !:ii_*i. :EU.igi:it ijSi;-, . *....

Polisi -iuga berperan sebagai penga\lras terhadap kegiatan i)eg3\,ai negeri

sipil dalam melakukan penvidikan. Peganai negeri sipil dalam suatu instansi

pemerintah 1,ang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai penl,idik

pega$'ai negeri sipil, dalam menjalankan tugas dan \\,ewenangnya hanis beracia dr

bar'r'ah koordinasi Kepoiisian, sebagaimana telah ditegaskan daiam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun l9s1 6LrFIAp) dalam pasal 7 a1,at (2\ 1,.ang berbury,.i :

Penyidik sebagaimana dimaksud daram pasai, 6 ayat (l) huruf b. mernpunyai

we\venang sesuai dengan undang-undang y.ang menjadi dasai- hukuni...a masing-
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masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bau,ah koordinasi dan

penga\vasan penl.idik tersebut daslam Pasal 6 in.at ( i) hunrl.a.

Dari ketentuarr pasal itu berarti pejabat pegarvai negeri sipil harus

mengadalian hubungan kerta dengan penr.idik polri. Sekarang tirnbul

permasalahan pada kita, hubungan kerja -v-'ang bagaimana \rang dimaksud di sini.

Bahiva dalam hubungan kerja antara penvidik polri dengan pejabat

pegau,ai negeri sipil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor g Tahun lgtt I ini

adaiah rnelipuii pelaksanaan koorcinasi- pengawasan. pemberian petunluk dan

pemberian bantuan pen-vidikan dari penf idik kepada penvidik pegarr,ai negeri sipil

adalah didasarkan pada sendi-sencii hubungair fungsronai. r2

Bahi''a apa )'ang dimaksudkari dengan hubungen kerja antara pen'idik

Polri dengan penl"idik pegau,ai negeri sipil adalah hubungan lungsional untuk

meuuiudkur koordrnasi. integrasi dan sinkronisasi di dalam rnelaksanakan tugas,

fungsi dan peranan Poln dengan instansi pemeriniali laii:rn1'a ,jaiaiii rilrgka

p elak s anaan t-.enl'i d ikan lind ak p id ana tertenlu.

Bahu,a untuk menjamin kepastian hukum da,r demi kelancaran

pelalisanaan hubungan di atas. maka oleh Departemen Pertahanan Keamanan

lVIarkas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan

petunjuk teknis No. Pol. . Juknis/05lxlllgg3 tentang hubungan kerja antara

penvidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil, kemudian dilanjutkan dengan

Sur-at Keputusan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia No. pol. 
:

SKEP/3691)il1985 tentang mekarusme koordinasi dan pengawasan pejabat

pegar,r,ai negeri sipil.

'2 Riduan Syahrani, Beberupa Hal tentang Hukum Acarc Pitlana. Alumni, RandLr,g.
1983. hal. 12
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Baiklah dari kedua peraturan-peraturan tersebut kita akan bahas

pelal,sanaan hubungan kerja antara penvidik polri dengan pejabat pegarvai negeri

sipil 1,ang antara lain hubungan kerja itu rneliputi .

l. Koordinasi

2. Pengalvasan

3. Pen-rberian Petunjuk

4. Bantuar Penvidikan

5. Bantuan Teknis

1. Koordincsi

[-. or-rrdinas i arlalah hu br.urgan kei.j a an.iara penvidik Poiri cierrgan peiabat

penl,idikan tindak pidana 1,.ang
pegau,ai negeri sipil. dalam rangka pelaksanaan

menr.angkui bidang tertentu. atas dasar

rnengind ah !:an hirarl:i rnas ing-mas ing.

hubungan fungsional dengan

Rah$'a pelaksat,aan dar-r pada lioordinasi ili d:rlrrrr hcnt.L-lnnir

pelaksanaann_va adal ah :

l. Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalarn keputusarVinstruksi bersama

2. Mengadakan rapat-rapat berkala atau rvaktu-r'r'aktu tertentu 1,ang dipandang

perlu

3. Menunjuk seorang atau lebih pejabat-pejabat dari masing-masrng ),ang

dianggap mampu sebagai penghubung

4. Menl,elenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan di bidang

Penrri1ii1ut
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2. Pengausasutt

Petlgarvasan adalah proses pengamatan dari pada ltelaksanaal selurulr

kegiatan penvidikan pejabat pegaivai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan

penvidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penf iclikan 1,.ang sedang

dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun fbrmal dan benalan sesuai

dengan ketentuan hukum 1,ang berlaliu. Sehubungan dengan ini- .,,n11, tentang

bagaimanakah bentuVpola pengawasan dilakukan oleh penvidik polri. maka

marilah kita lihat Uniiang-Undang Nomor U Tahun lggl io pelunjuk teknis No.

Pol. : Juknis/05/Xl/1983. Adapun bentuUpola pengau,asan itu actralah sebagai

berikut :

Pe.iabat pegaivai negeri sipiI dalain melaksanakan penr.iciikan iinciak piciana

tertentu vang termasuk iingkup bidang tugasnr.a- maka pejabat p,-.,i.idik sejak

arval diterimany'a laporarupengaduan najib memberitahukan kepai.ia penyidik

Pclri (Prsal 107 ai,at (2) KUiil-D)

Da,lam hal tindal.: t-rida-na va.ng sec!ang dilal:ul:an cleh pen',,liirLan oleh

penvidik pegau'ai negeri sipil Diketemukan buLli 1,'ang kuat unlr,,, diajukan

kepada penuntut umlrm, maka pejabat pegawai negeri sipil q,ajib elaporkan

(laporan perkembangan penvidikan) hal itu kepada penyidik polri

c, Dalam hal tindak pidana telah disidik oleh penvidik pegau,ai flc.r,,i sipil ia

segera menl,erahkan hasil penl,idikann-va (laporan dan berkas perL:,,,r) kepada

penuntut umum melalui penl,idik Polri (pasal 107 al,at (3) KUHAi:,

b.
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a.

b

d. Dalam hal penvidik pegawai negeri sipil menghentikan penvidikan. nraka

r'l,aiib segera memberitahukan hal itr-r kepacla penl,idik polri dan penuntut

um.,m'l

Adapun alasan-alasan penghentian penvidikan antara lain :

Tidat cukup bukti

Perkara tersebut bukan tindak pidana

Dihentikan demi hukum karena.

1) tersangka meninggal dunia. kecuali terhadap tindak pidana tcrtentu antara

lain : tindak pidana penl,elundupan. tindak pidana ekonomi <ian tindar

pidana korupsi

Kadaluarsa penuntuiani-r\ia

Pengaduan tindak pidana dicabut kembali

Perkara picana tersebut telah dipufus dengan putusan -vang telah

mpmnrrn.roi l-ol,"o+.- L"l-.'* +^r^-rrs^urlr Lvt4P

Penveles:inn di lrrrr <irl qno rron<rqdilon

3. Pemberiun Petuqiuk

Petuniuk adalah tuntutan alau birnbingan teknis penyidikan 1,ang diberikan

oleh penfidik Polri kepada penvidik pegar,r.ai negeri sipil clalam rangka

pelaksanaan penvidrkan- bimbingan itu baik teknik maupun takdk.

Bahrva demi untuk menjamin terselengaranya koordinasi dan penga\\,asan

itu dengan sebaik-baiknya, maka oleh pen1,'idik polri memberikan pehrnjuk-

petunjuk serta diminta atau i;riak diminta berdasarkan tanggung jau.abnl.a ii,ajib

t3 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalqhan dan Penerapan KgHAp, penyidikan
dan Penunturcn, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Z}OZ,hat. 176

z)

3)

+)

,5)
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memberikal bantuan pen1,-idikan va,g diperlukan. Adapun dasar dari pada

pemberian petunjuk ini dapal kila lihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 3

Tahun I9Ul.

Pasal 107 a1'at (1) menl,ebutkan'-untuk kepentingan penyidikan. pelr,idik

tersebut pada Pasal 6 ayat (l) huruf a membenkan petunjuk kepada penyidik

tersebut dalam Pasal 6 ayat (l ) huruf b dan memberikan bantuan penvidikan vang

diperlukan "'

Kemudian lebih lanjut dalam penielasan Undang-Unclar-rg Nomor B TahLrn

1981 dinyatakan :

Avat (i) :

Peni'idik sebagaimana dimaksud dalarn Fasal 5 a1'ai (i) humi a- diminta atau tidak

diminla berdasarkan tanggung jail'abn1'a u,ajib memberikan banluan penr.iclikan

kepada peni,idik sebagaimana dimaksud daiam pasla 6 a1,'ai ( l ) humf b. untuk itu

,-^-.';;:1,- oah-^^i*^^^ +^-^^L,,r .^^l^ n^^^! . ^- -^! /1\ r- -- . rrvu(5arrrr4rr.. rvtruuut P(lud r .l).Ll u a1ta1[ \ r, Irurut u Sciilli al,r'at \vatttt

mgnfLtglrlaJttt!.an tentano n*'nvirl i[:rn itrr ['enedr rren...i,4i!, ,.."=l-,]. r.r.!. n="^! /;!!'$1 iiquo t cJai 1J

ayat (l; hruuf a.ra

Demikian juga ketentuan dad Pasal 107 avat (3) "dalam hal tinclak pidana

telah selesai disidik oieh penvidik tersebut pada Pasal 6 ayai 9l) hurufb. ia segera

menverahkan hasil penyiditrnrrrya kepada penuntut umum melalui pemy,.idik

tersebui pada Pasal 6 ayat (1) hurufa."

Di dalam penjeiasannya disebutkan "laporan dari peny'idik sebagairnana

dimaksud dalam Pasal6 ayat (i) huruf b. kepada penfidik sebagaimana dimaksud

ra soedjono, Peneriksaan Pendahulaan Menarur Ka*Ap,Alumni, Bandr.rng, 19g3, hal.
2T
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dalam Pasal 6 a1'at (r) huruf- a diserta dengan berita acara

dikirm kepada penuniut umum

pemeriksaan )rang

Demikian iuga halnt'a apabila perkara pidana i1u tidak diserahkan liepada

penuntut umum.

Demikianlah beberapa dasar dan pedoman penl,idik polri dalam rangka

mernberikan petunjuk-petunjuk kepada penl,iciik pega*,ai negeri sipil dalam

melaksanakan tugasnva vang opada pokoknr.a penrberian petunjuk itu meliputi .

- Taktik dan teknik penvidikan

- Taktik dan teknik penindatrian

- Taktik dan teknik nemeriksaan

- Pen;,'elesaian dan penr,'erahan perkara dalam rarlgka pelaiisanaan penyidikan

- Pembinaan ad,rnistrasi penyidikzur dan statistik kriminar

.l flnttt", au Irn.,,'i,l;1.-,',.

Bahr.,'a adal.:alanva sarana dan rr:sar::na l,axg dimilikr oill: pen,,i.c:lr

peganai negeri sipil dalam upal,a melakukan penl.idikan tjdaklah selengkap clan

sebaik sarana dan prasarana vang dirnilki oleh penl,idik polri. sehingga dalam

pelaksanaan tugasn-l'a melakukan penyidikan. kenrungkinan besar mereka harus

meminta bantuan penvidikan kepada penvidik poiri- baik bantuan teknis maupun

bantuan taktis. Adapun bantuan teknis adalah berupa keahlian. r,aitu bantuan

pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian 1..ang meiiputi identifikasi dan

laboratorium kriminal .
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a. Identifikasi :

1) pengolahan hasil pemotretan krirninat

2) Pengambilan dan pengemban.qan serla pengolahan sidik.iari

b. Laboratorium l(riminal .

Pemeriksaan secara laboratonum terhadap

meliputi:

1) Pemeriksaan kimia kehakiman

2) Pemeriksaan racun kehakiman

3) Pemeriksaan fisika kehakiman

4) Pemeriksaan balistik kehakima-n

5) Pemeriksaan kedokterar.r kehakiman

6) Pemeriksaan dokumen kehakiman

7) Pemeriksarm uang palsu kehallman

barang bukti yang dikerernukan

i llntrtustr i-eknis

Yang dimaksud dengan bantuan teknis- i,artu berupa tenaga dan .,;alatan

dalam rangka penf idikan oleh penvidik polri dalam rangka membaritr"i ,,,-,nvidik

pegari'ai negeri sipil di bidang tindak pidana tertentu sepanjang hai itu rri.jqlepuhi

ketentuan undang-undang.

Bahu'a baniuan tenaga dan peralatan ].ang diberikan oleh penvirjik polri

kepada penyidik pegau,ai negeri sipil ini dalam rvujuclrrya dapat berupa tenaga

personal. terutama dalam rangka melakukan upaya dan penyitaan. Demikian juga

bantuan berupa peralatan dalam rangka menunjang suksesnva , .:nvidika_n. seperli

misaln-va persenjataan. alat transportasi dan lain sebagainya.
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Jadi demikianlah beberapa bentuk pola pelaksan:uur dari oada hubungan

kerja antara penvidik Polri dengan penvidik pegar,vai negeri sipri dalam rangka

perlr'uludan koordinasi dan pengalvasan dalam proses penvidikan lindak pidapa

tertentu _vang dalam hal ini tindali pidana di bidang imigrasi.

oleh Surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. por. 
.

SKEP/369/)V1985 diatur mengenai mekanisme pelaksanaan kocrdinasi dan

penga\vasan penfidik pegarvai negeri sipil di bidang pembinaan Mekanisme

tersebul meliputi :

a. Hubungan kerja secara koordinatil'ftrngsional diaam pelaksanaan koordinasi

dan pengarvasan. dilaksanakan la:rgsung oieh DireLtorat Reserse (cq Subdit

Kont'as PPNS) pada tingkat Mabes Polri sefia unsur-unsur Korrvas PPI]S

pada Kesatuan Keu ilavahan (Polda, Pohvil. Polres)

b. Hubungan kerja dilaksanakan secara horizontal fungsional dengan tidak

honrr+rrh l.-^-"-.'l-;-^' 1-'-L.---.'^- L^-^lr^: -r:iiiuraqlut/ lr(rvurrsat )<l,rr5 u(ilsltal ulaBullar ogngiin

neno2lrrrannvn caher,rr hori[rrt

i) Tingkat deparyememinstansi berhubungan dengan Subdit Kolr,as PPNS

pada Direktorat Reserse Polri

2) Tingkat Kanu,il berhtrbungan dengan unsur Korwas PPNA pada Satserse

Polda

3) Tingkat Kantor Kabipaten berhubungan dengan unsur PPNS pada Satserse

PolrviVPolres

c. Pendidikan pada prinsipn),a dilaksanakan oleh Subdit Konvas PPNS Ditserse

dengan mekanisme pelaksanaann!'a dapat diatur sebagai berikut :
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l) Disentralisir oleh Subdit Koru,as ppNS untuk ppNS ri;ri"i seruruh

departemen/instansi di pusat maupun di daerah

2) Dilaksanakan oleh unsur Konvas ppNS pada setiap poi,la dengan

koordinasi dan pengarvasan dari Subdit Konr,as PPNS Ditserse atau unsur-

unsur Kom,as PPNS pada kesatuan ker,r,ilavahan

d. Pertemuan/rapat-rapat berkala dilakukan oleh Subdit Konvas pp')."rs Ditserse

atau unsur-unsur Konvas PpNS pada kesatuan ke*,ilar,ahan

C. Hambatan-Hambatan puslabfor

Wewenangnya Sebagai perryidik

Pold Dalam Menjalankan

F{anrbatan r''ang utama dalam tugas Puslabfor Polri pada dasarenva cli

bidang personil. Puslabfor Polri kesulitan dalam merekrut arlggota.vang memiliki

spesifikasi pengetahuan di bidang-bidang kimia.teknik dan lain sebagain1,.a.

n^_--:1:_- : I I tuvrrurriZil .iU!i1 iitrin-va daiarrr r)!darrg uretntlina iiekua-tan peu,rsonii masih

ro-l.o--l^lo.- l^l^'- !-,^l;.^- cn\, -.^--^i;;i\uiiij.i;aii; Giijam iiijai iias iU,'"i iaitg ittiii-irris iticnriitiai dan beium mencukupi

kebutuhan orgarusasi.

Puslabfor Polri -iuga belum memiliki rchetlttl tahunan dari puslabfor.

pelatihanm teknis alsus maupun pemeriksaan Iaboratoris.

Puslabfoi Polri juga memiliki kendala dalam melakukan pemerliharaan

dan perarvatan alsus terutama alsuk pengadaan KE belum didukung oleh anggaran

1-'ang cukup. belum teralisasi pengadaan gudang dan lemari penyimpanan khusus

untuk arsip. bahan kimia dan peralatan serta terdapat peralatan/alsus yang sama

sekali tidak digunakan karena kondisinya rusak seperti HPLC.
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Sedangkan secara ulnum dika'enakan anggota Puslabfor polri adalah

polisi maka ada 2 (dua) hambatan besar dihubungkan dengan perarlan potri dalam

menlalankan we\\,enanenya sebagai penyidik },,aitu perilaku polisi da:t kebudavaan

1'ang tumbuh di tengah masr,'arakat memandang terhadap polisi. Terlepas dan

rumusiur peraturar perundang-undangan vang berlaku di negeri kita- mandat

(tugas) i'ang dibebaniian kepada polisi sejak kelahirannva adalah menegakan

hukurn dan memelihara keamanan dan ketertiban.

Hambatan dalam pelaksanaan tugas poiisi sebagar penvidik tidka han,va

memberikan bantuan atau melavani (.tttplsort atalt servtce) vang menyenanukan

kepada pencari keadilan tetapi juga dalam keadaan tertentu polisi selaku penl,idik

tnengunbil tindakall korelitir vang menvakitkan. Conirol dan support merupakan

2 (dua) karakter lungsi kepolisian Di lain pihak. polisr selaku penl,idik tidak

mungkin berhasil menjalankan tugasnr,a tanpa adzurl,a dukungan masl,arakat.

Harnbatan lainn;,a adalah dul'.ungan aha:: datu:g ;ri.a poHsi iersebiii disenar,si

cIeh ma^syarakat (cliper-carai be!rrm 1entu disenangr).

Hasil temuan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGI\4 Tahun 1999

dalam penelitiaruiya di 6 (enam) polda mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tinggi rasa tidak aman masyarakat

2. Pelal'anan polisi dipersepsi oieh rnasyarakat justru mempersulit

3. Kehadira.n anggota polisi dirasakan oleh sebagian anggota masl,arakat

berkesan mengancam

Kecenderungan dark number vang cukup besar

Tingginl'a pelanggaran hukum dan etika oleh anggota polri

Citra pribadi anggota Polri r,ang negatif di mata lnasyarakati5

15 Farouk Muhammad, pengubahan perilaku dan Kebudayaan Datam Rangka
Peningkatan Kualitas Pelayanqn Polti, Jurnal Polisi Indonesia, Tahrm 2, April 2000 - Septem-ber
2000,ha1.32

4.

5.

6
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Di samping itu" penelitian tersebut ;uga menl,,impulkan .

l. Jati diri anggota Polri vang militeristrk

2. Intelektualistik anggota polri di lapangan vang rendah

3. Sikap lier.ia;-ang tidair proaktil.dan kreativitas 
'ang 

renclah

4. orientasi tindakan pada keselamatan dan kelanggengan karir

5. Kemandirian lembaga vang rendah

tlasil penelitian lapangan pada jajaran Direktorat Lalu Lintas polda Metro

Java ntengungkapkan antara lain

I. Penegakan hukum terpilih cukup tinggi (dua pertiga pelanggaran dibiarkan

berlalu dan han1,a sepersepuluh l.ang ditilang

2. Bias da.laiir penindakarr dglrg&n mengistirner,r,akan kendaraan clan pelanggar

terlentu

3 Tindakan r,ang dipengaruhi sikap pelanggar terhadap polisi

I p.n.'l;iiran.,al-.-;^-,{--^i ..^-,, l\-^^l;l-^$t-^.^ ^^1.:r^ za.\n/ - ryv.rJ vrvrcarr uerrrq _l olrS r \rtrLlrUAtN(lll JgNlLaar /U /0 J!lU t ciN

-s Sikap arogan nasih ditur.rju!:an oleh sebagaisub,,,ek16

F{asil penelrtian tersebut juga mengindikasikan antara lain .

l. Ketakutan mencari masalah tlengan atasan (intervensi)

2. Tldak tersedianva kebijakan penegakan hukum 1,.ang jelas

3. Re.v,arcl and punishtnent ,\.ang tidak konsisten

4. Salah urus sumber da1'a

5. Dukungan peralata, dan bial'a operasional yang tidak memadai

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahr.r,a. di

samping secara organisatoris Polri kurang efektil dalam menjalankan misinva-

'u 16i{ hol 33
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individu anggota Polri nrasih menunjukkan perilaku-perilaku negatil. dalam

pemberian 1a1,i11136-l21,anan vang .1apat dikelompokkan sebagai berikut .

I Penvalahgunaan Kekuasaan (1tbuse o/'ytwer)

a. penggunaan kekerasan yang melampaui rvel,enang

b. penu,lutan rmbalan materi uang. seperli pemerasan pungrr cran denda

damai

2. Kualrtas Penyajian Lal,anan (qualitr- of-service clelitery)

tercela dari sudut moral (hukum) seperti diskriminasi- nrembinrkan

permintaan lavanan/pertolonga-n atau penegakan hukum ranpa alasan 
'ang

tepat. ciiskresi r-ang melampaui batas clan mengulur rvaktu_g,aktu

patut riiseiesaikan ciari suciut etika scperti arogan, tidak sopan. larnban dan

tidak memperlakukan orang lanjut usia- anal<-anah dan rvzurira secara patut

Melihat hambatan di atas dapat dilihat begitu kompleksn'a kecludukan

rrr!i,:i J.l^* ^--^r,- ^i^r-,-- --, r.rvvrrrr uor(trrr ru'lLL{ s1}t(,lll l-rtrll-Ytult AIt. Senlng.qa iiet\OmplgKKan igfsgDUt akan

manonl ihollah '"a^..^l-L^,,-^^- )^--: -- t::::!::: j:.:u.:r:..::i ijv:i'! ii;iiir6unaail \\'ei\ enanq dai-; poiisi i ting niciakui,an tugasnr a.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

l. Kredibilitas Puslablor Polri dalam penl,dikan tindak pidana narkotika adalah

melakukan pembinaan dan melaksanakan kriminalistik dalam

menveiengarakan upa1,a pembuktian secara ilmiah terhadap barang bukti

narkotika serta membenkan dukungan teknis operasional dalarn pembuktran

barang bukli narkotika dan melakukan pelavanan umum terhadap instansi

terkait pada hakekatnva memberikan konstribusi -vang besar dalam

mendukung ierlaksananva iugas pokok poin secara umum

2. Aspek hukum keu.eangan puslabfor polri dalam pen1,i61Lun tindali pidan

narkotika menurui KTIHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 aclalah

nlemberikan keduduliai; kcpada Puslabfor Pol,i uifuk inernberikan peniiaitur

secar?. rlnr!ah terlr:dap narsng bulll; nc:-i;ciii;.a ba:k itu .je;-,is nr&i.ipuir

kualitasnl'' dan juga kedudukan sebagar pen1,-icrik serta memberikan

ke'enangan kepada Fuslabfor porri untuk melakukan pemeriksaan barang

bukti/benda bukti mati ),arg berhubungan dengan tindak pidana

penyalahgunaan narkotika

64



B.

1.

, Saran

Da-lam menindariranjuti tugas puslabror hendakn'a kepada.ia-iaran komando di

lingkungan keporisian dapat meningkatkan sunrber cra'a manusra anggota

Puslablor polri sehingga tingkat anarisrs vang dikeruarkan oreh pusrabfor polri

semakin tinggi

Dalam mensukseskan tugas-tugas puslablbr polri hendaknya.juga sarana dan

prasarana yang dimiliki oleh puslabfor polri dapat lebih ditingkatkan sehingga

lebili dapat berhasil dan berdaya guna

Tugas Puslabfor porri adarah sangat penting khususnya dalam merakukan

pemeriksaan barzmg bukti secara ieknis labor.itoris. selungga dalam keadaan

ini hendaknl'a kepada para piliak dapai memberikan cukungan dan

ker.iasamanva sehingg. tugas-tugas pusrabror polri dapat iebih eibkrif
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